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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi adalah pedoman pemindah alihan bahasa Arab ke
dalam bahasa Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke
dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu
nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab
ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis
dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam footnote
ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandard internasional, nasional
ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbittertentu. Dalam hal ini
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan SuratKeputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera
dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic

Transliteration) INIS Fellow 1992.



B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

Dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
i L t
- b L 7
(&} t e 3
< th d gh
d j < f
< h S q
¢ kh < k
2 d J |
3 dh ¢ m
2 r o n
B 7 8 w
e S ° h
S sh £ ’




Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika hamzah (+) terletak ditengah atau akhir, maka ditulis dengan

tanda ().

C. Vokal
Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
0 Fathah A A
| Kasrah I I
1 Dammah U U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
o Fathah dan ya Al Adan |
5l Fathah danwau | lu A dan U
Contoh:
s kaifa

Jsa : haula

Xi




D. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda

S Fathah dan alif atau ya | a a dan garis di atas

< Kasrah dan ya 1 I dan garis di atas

Dammah dan wau i u dan garis di atas

#

Contoh :
Sl mata

0 rama

2 gila

E. TAMARBUTAH
Transliterasi untuk za marbiitah ada dua yaitu: ta marbitah yang hidup
atau mendapat harakat fatkah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbiutah yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].
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Kalau kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JULY1 i%55: raudah al-atfal
M\ ’@.U.\ al-madinah al-fadilah
4L: al-hikmah

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda fasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
%5 : rabbana

P

¥ : najjaina
541 al-hagq

é.’;-/\ . al-hajj

P 2

o Dnu’ima
5)/ ‘
sde 1 ‘aduwwu

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
berharakat kasrah (2, ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (I).
Contoh:

(&1 “Ali (bukan “Aliyy atau ‘Aly)

G5 ¢ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
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G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf gamariah. Katasandang tidak
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah
dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).
Contohnya:
M\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
4550 ; al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

14.JaN : al-falsafah

5541+ al-biladu

H. HAMZAH
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal Kkata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:
55;15 : ta'murdina
';;J\ : al-nau’

Sy, .y
s Syai'un
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I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahada
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-
Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi
secara utuh. Contoh:

Fizilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Tbarat Fi ‘umum al-Lafz la bi khusis al-sabab

J. LAFZAL-JALALAH (&)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditranslitari

tanpa huruf hamzah. Contoh:

A& 235 dinullah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

L5 3 3R 2 hum ff rahmatillah
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K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlalu (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR.) Contoh:
Wa ma Muksammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi’a lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-TtusAbi
Nasr al-Farabi
Al-Gazali

Al-mungqiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Muhammad Abdul Hakim, 18220118, 2023, Penyelesaian Sengketa Pada
Koperasi Konvensional Yang Berprakrek Dengan Prinsip Syariah Di
Kota Malang Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Koperasi Quantum
Sinergi Umat Kota Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah,Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Pembimbing: Suud Fuadi,S.HI.,M.EI

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Koperasi, Hukum Islam

Koperasi menurut Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang- orang atau badan
hukum koperasi dengan kaidah usaha ekonomi. Terdapat salah satu koperasi di
Kota Malang yang bernama Koperasi Quantum Sinergi Umat, Yang dmana
Koperasi tersebut secara legalitas masih konvensional namun berpraktek dengan
prinsip Syariah. Hal ini dapat menimbulkan ketidapastian hukum, sehingga salah
satunya dapat mempengaruhi bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi suatu
sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional yang
diterapkan koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang dan ditinjau dari Hukum
Islam.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Empiris, Pendekatan
Yuridis Sosiologis. Metodde Pengambilna data yang digunakan yaitu Wawancara,
dan dokumentasi dengan bersumber pada buku, dokumen- dokumen yang berkaitan
dengan topik penelitian. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dengan
metode Editing, classifiying, verifying,analyzing, dan Concluding.

Hasil penelitian ini adalah koperasi Quantum Sinergi Umat Secara legalitas
masih konvensional, hal ini dibuktikan dengan ketidak sesuaian dengan pasal 13 PP
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimana tidak mencantumkan
kata “Syariah”. Kemudian untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak
koperasi secara Non Litigasi, yakni dengan Musyawarah dengan pendampingan
spiritual dan pendampingan kewajiban sudah sesuai dengan hukum islam. Namun
untuk penyelesaian secara Litigasi, meskipun selama ini belum pernah ada, maka
Koperasi Quantum Sinergi Umat memilih untuk menyelesaikan di Peradilan Umum
(Pengadilan Negeri), yang secara yuridis sebenarnya bertentangan dengan akad-
akad/perjanjian yang dasarnya dibuat mengggunakan sistim Hukum Islam.
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ABSTRACT

Muhammad Abdul Hakim, 18220118, 2023, Legal Settlement in Handling
Disputes in Conventional Cooperatives Practicing with Sharia Principles
in Malang City from the Perspective of Islamic Law (Case Study of
Quantum Sinergi Umat Cooperative in Malang City). Thesis, Sharia
Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim
State Islamic University Malang, Supervisor: Suud Fuadi, S.HI., M.EI

Keywords: Dispute Resolution, Cooperative, Islamic Law

Cooperatives according to Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives are
business entities consisting of people or cooperative legal entities with economic
business principles. There is one cooperative in Malang City called Koperasi
Quantum Sinergi Umat, where the cooperative is legally still conventional but
practices with Sharia principles. This can lead to legal uncertainty, so that one of
them can affect how legal settlement in the event of a dispute.

This research has the purpose of knowing the operational mechanism
applied by Quantum Sinergi Umat cooperative in Malang City and reviewed from
Islamic Law.

This research is included in the type of Empirical research, Juridical
Sociological Approach. Data collection methods used are interviews, and
documentation sourced from books, documents related to the research topic.
Processing of legal materials in this study using the method of Editing, classifying,
verifying, analysing, and Concluding.

The results of this study are that the Quantum Sinergi Umat cooperative is
still conventional legally, this is evidenced by non-compliance with article 13 of
Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the convenience, protection
and empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises, which
does not include the word "Sharia™ in the name of the cooperative. Then for dispute
resolution carried out by the cooperative in a non-litigation manner, namely by
deliberation with spiritual assistance and liability assistance in accordance with
Islamic law. However, for Litigation settlement, although there has never been one,
the Quantum Sinergi Umat Cooperative chose to settle in the General Court
(District Court), which juridically actually contradicts the contracts / agreements
which are basically made using the Islamic Law system.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di era perekonomian yang tingkat kompetitifnya semakin
tinggi, dewasa ini banyak ragam usaha dilakukan oleh masyarakat. Terlebih
setelah beberapa tahun lamanya dunia diguncang dengan berbagai macam
bencana, salah satunya wabah Covid 19. Banyak pelaku usaha yang terpuruk
akibat wabah ini. Tidak sedikit pula yang mencoba bangkit kembali dari

keterpurukan.

Kondisi para pelaku usaha yang berusaha bangkit, berjaya kembali,
banyak memperoleh dukungan moril maupun materiil dari pemerintah.
Berbagai fasilitas, permodalan ringan banyak ditawarkan dari Lembaga

keuangan, antara lain Bank dan koperasi.

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang banyak diminati oleh
masyarakat, khususnya kalangan menengah kebawah, dengan berbagai
kemajuan informasi yang diterima oleh masyarakat, Koperasi Indonesia telah
menunjukan perkembangan yang pesat. Berbagai bentuk fasilitas ditawarkan,
dengan menyesuaikan permintaan pasar, salah satunya koperasi dengan bentuk

Syariah.



Menyadari akan kebutuhan masyarakat akan sistim pendanaan, yang
aman secara syariat, bersifat kerjasama, ringan, dan penuh Kkepastian dan
didasarkan pada kekeluargaan, apalagi ditambah dengan semakin
berkembangnya pengetahuan akan hukum Islam, maka merebaknya Koperasi

Syariah dirasa menjawab akan kebutuhan masyarakat tersebut.

Secara Hukum keberadaan Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang—
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang- undang
tersebut yang dimaksud dengan koperasi adalah badan uasaha yang
beranggotakan orang- orang atau badan hukum Koperasi dengan melandasakan
kegiatannya berdasar prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonoimi. Sedangkan
tujuan adanya lembaga koperasi tercantum dalam Undang- undang Nomor 25
tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 3 yang berbunyi “ memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta
ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-

undang 1945.

Koperasi yang banyak bermunculan ditengah masyarakat lazimnya
dikenal sebagai Koperasi Konvensional. Bentuk koperasi ini menawarkan

keuntungan dalam bentuk bunga.



Sumber pendapatan utama dari koperasi serba usaha yang memiliki unit
simpan pinjam adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang disalurkan kepada

anggota, calon anggota atau anggota kopeasi lain melalui koperasinya.

Di Indonesia selain adanya koperasi konvensional, terdapat juga koperasi
Syariah atau yang dikenal dengan KPPS (Koperasi Simpan Pinjam &
Pembiayaan Syariah). Koperasi syariah menjadi wadah bagi muslim yang mulai
tergerak dan membutuhkan pengelolaan sistem Ekonomi Syariah dan ditengah
banyaknya koperasi Konvensional. Landasan adanya koperasi syariah yakni Al-

Quran surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:
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Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan
takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya”.

Dalam surat Al- Maidah ayat 2 terdapat kandungan yang isinya
menganjurkan untuk saling tolong menolong dan juga ayat tersebut
mengandung unsur ta’awun dan syirkah. Kedua unsur tersebut sejalan dengan
prinsip koperasi konvensional sehingga masyarakat dengan mudah menerima

dibetuknya koperasi syariah.



Di kota Malang terdapat beberapa koperasi yang bepraktik dengan
prinsip Syariah namun masih terdaftar sebagai koperasi konvensional salah
satunya yakni Koperasi Quantum Sinergi Umat. Koperasi tersebut beralamat
di lantai 3 Mall Dinoyo city Jalan MT. Haryono No0.195-197, Dinoyo,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur . Koperasi Quantum Sinergi
Umat memiliki fasilitas pembiayaan syariah seperti Mudharabah, Musyarakah,

dan ljarah Multi Jasa.

Munculnya Koperasi yang operasionalnya berbasis Syariah, tidak
terlepas dari keberadaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11
Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan uasaha simpan pinjam dan
pembiayaan Syariah. Didalam pasal 2 disebutkan bahwa persyaratan
membentuk koperasi Syariah perlu adanya pengesahan akta pendirian koperasi
yang menerangkan suatu koperasi Syariah melaksanakan usaha simpan pinjam
dan pembiayaan Syariah diberikan dengan diterbitkannya keputusan
pengesahan akta pendirian koperasi oleh kementerian koperasi dan Usaha Kecil
Mikro. Kemudian Koperasi Syariah juga wajib memiliki dewan pengawas
Syariah. lebih lanjut dalam pasal 13 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021
tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa koperasi yang akan
menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata
“syariah” dalam nama koperasi. Kata “wajib”” dalam isi pasal 13 PP No.7 tahun

2021, sudah tentu mengandung makna keharusan, dan hal ini ditujukan untuk



memberikan terang/kejelasan bentuk bagi masyarakat yang ingin bertransaksi

dengan Koperasi.

Bagaimana dengan Koperasi Quantum Sinergi Umat, yang nama lembaganya
tidak mencantumkan kata “Syariah”, sebagai identitas bahwa semua fasilitas
pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi adalah dilakukan dengan

menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

Akibat ketidak jelasan dalam bentuk koperasi ini, tentu berpengaruh pula
pada bagaimana pola penyelesain hukum apabila terjadi suatu sengketa , apakah
menyelesaiakan sengeketa tersebut dengan menggunakan payung hukum

konvensional atau payung hukum Syariah.

Adanya dua wajah dalam tubuh Koperasi Quantum Sinergi Umat kota
Malang, yaitu berbentuk Konvensioanl dan beroperasional secara Syariah, hal
ini sudah tentu menjadi bahan yang perlu dicermati, khususnya bagaimana
halnya bila terjadi sengketa antara Koperasi Quantum Sinergi Umat dengan
investor maupun mitra bisinisnya. Karena secara hukum, di ranah kepentingan
sipil/keperdataan, negara Indonesia memiliki dua sistim peradilan, yaitu
Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Kedua Lembaga peradilan tersebut
secara hukum memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan suatu
perkara. Kewenangan absolute Peradilan Agama dalam penanganan sengketa
sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang

Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Penyelesaian sengketa dalam hukum islam di bagi menjadi tiga, yakni
Suhl, Tahkim ( Arbitrase), dan Wilayat Al- Qadha ( kekuasaan Kehakiman).
Suhl  yakni suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri
perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.
Tahkim yakni penyelesaian yang melibatkan orang ketiga sebagai pencegah
suatu sengketa. Sedangkan Wilayat Al- Qadha yakni Lembaga yang
menetapkan hukum syara. pada suatu peristiwva atau sengketa untuk

menyelesaikannya secara adil dan mengikat.

Pada Fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/V111/2021 tentang Pedoman dan
Operasional Koperasi Syariah, didalam fatwa ini dijelaskan pula mengenai
penyelesaian sengekta. Dimana pada fatwa ini disebutkan apabila telah terjadi
suatu perselisihan, maka dapat diselesaiakan dengan musyawarah mufakat dan
jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat diselesaiakan

melalui badan Arbitrase Syariah Nasional atau peradilan agama.

Berdasarkan pemaparan diatas membuat semakin menarik, karena
keberadaan koperasi yang dimana mengacu pada peraturan yang beragam,
sehingga menimbulkan ketipakpastian hukum pula, terutama apabila terjadi
sengketa. Hal ini yang menjadi alasan penulis mengangkat judul
“PENYELESAIAN SENGKETA PADA KOPERASI KONVENSIONAL
YANG BERPRAKTEK DENGAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA
MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI

QUANTUM SINERGI UMAT KOTA MALANG)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka

yang menjadi rumusan maslah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek operasional yang diterapkan oleh koperasi Quantum
Sinergi Umat Kota Malang ?

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai penyelesaiakan Sengketa
pada Koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah studi

kasus koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumussan masalah di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional yang diterapkan koperasi
Quantum Sinergi Umat Kota Malang

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dalam menyelesaikan
sengketa pada Koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip

syariah studi kasus koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang.



D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritik

maupun praktis, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan teori tambahan serta
Informasi khususnya mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah
terhadap  penyelesaian sengketa pada koperasi konvensional yang
berpraktek dengan prinsip syariah studi kasus koperasi Quantum Sinergi
Umat kota Malang
2. Manfaat Praktis

Sebagai pengetahuan terhadap Implementasi penyelesaian sengketa pada
koperasi Konvensional khususnya pada pihak koperasi pada koperasi
Quantum Sinergi Umat kota Malang agar mengikuti peraturan perundang

undangan mengenai Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional
Definisi operasional bertujuan untuk mengarahkan kepada maksud
dan tujuan penelitian, serta menghindari adanya kerancuan makna,

diantaranya ialah:



1. Penyelesaian Hukum
Penyelesaian Hukum adalah proses penyelesaian konflik atau
sengketa hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase,
mediasi, negoisasi, dan sebagainya. Tujuan dari Penyelesaian hukum
yakni untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan efektif, serta

untuk mencagah konflik yang lebih besar *.

2. Sengketa
Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu
yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.
Sengketa adalah perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang
berbeda kepentingan, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui

pengadilan atau di luar pengadilan. 2

3. Koperasi
Koperasi adalah badan hukum vyang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan
para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial,

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 3

! Kamus Besar Bahasa Indonesia

2 Urip Santoso, “ Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,”
Perpektif VVol. XXI No.3 (2016) : 193

3 Pasal 1 ayat 1 Undang- undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
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4. Prinsip syariah
Prinsip syariah adalah prinsip- prinsip yang menjadi dasar dalam
hukum ekonomi syariah. Prinsip- prinsip ini diilhami oleh nilai- nilai
islam dan digunakan sebagai panduan dalam kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh umat. Prinsip- prinsip hukum ekonomi syariah secara
umum meliputi prinsip tauhid, prinsip kemaslahatan, dan prinsip

tahsiniyyat.

5. Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum hukum yang kewajibannya sudah diatur
secara jelas dan tegas dalam Al-Quran atau hukum- hukum yang
ditetapkan secara langsung oleh wahyu, seperti kewajiban zakat, puasa,

haji, Syura, dan Akad.*

F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari materi pada
penelitian ini, maka tata urutan pembahasan mempunyai peranan yang sangat
penting dimana tata urutan tersebut juga mengacu pada buku Pedoman penulisan
karya tulis ilmiah Fakultas Syariah. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri

dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

4 Siti Mahmuda, *“ Reformasi Syariat Islam ( Kritik Pemikiran ¢ Abd Al- Karim)” , Al- Adalah 13
No.1, 2016 : 86
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Bab | Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan
sistematika pembahasan. Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah
memaparkan adanya koperasi Konvensional yang berpraktek dengan prinsip
syariah sehingga timbul suatu permasalahan yakni terdapat ketidakpastian
hukum yang kemudian menarik untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian
ini adalah sebagai refrensi yang harus diselesaikan pada skripsi yang
berhubungan dengan Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada
Konvensional Yang Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang
Perpektif Hukum Islam adapun manfaat pada penelitian ini adalah memberikan
pemahaman dan pengetahuan bagi pihak yang bersangkutan dengan penelitian
ini. Definisi operasional disini menjelaskan terkait kosakata dalam judul
penelitian skripsi ini yaitu “ Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa
Pada Konvensional Yang Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang
Perpektif Hukum Islam ( Studi Kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota

Malang)

Bab Il Tinjauan Pustaka. Bab ini memaparkan penelitian terdahulu dan
juga kajian pustaka. Penelitian terdahulu akan menjadi acuan informasi terkait
penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumya yang berkaitan dengan
“Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada Konvensional Yang
Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang Perpektif Hukum Islam”
baik berupa skripsi ataupun jurnal, baik berkaitan dengan substansial atau

metode yang lainnya dalam penelitian ini sehingga dapat menghindari adanya
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plagiasi dalam penelitian dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan dalam
penelitian ini. Sedangkan tujuan kajian teori dalam penelitisan ini akan
berisikan tentang analisa permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian

hukum pada koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah.

Bab IIl Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode
penelitian yang dipakai pada penelitian ini. jenis penelitian dalam skripsi ini
menggunakan penelitian empiris yang dimana penelitian ini dilakukan secara
langsung dengan mendatangi lokasi penelitian yakni Koperasi Quantum Sinergi
Umat Kota Malang. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan
Yuridis sosiologis atau bisa disebut dengan pedekatan deskriptif kualitatif.
lokasi penelitian yaitu bertempat di Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota
Malang. Jenis dan Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah
dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan metode
pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara
dengan para pihak koperasi terkait praktek penyelesaian hukum pada koperasi
konvensional yang berprinsip syariah dan berbagai dokumentasi hasil dari
wawancara tersebut.. adapun metode Pengolahan data pada penelitian ini adalah
cara untuk menganalisis penyelesaiakan hukum pada koperasi Konvensional

yang berpraktik dengan prinsip syariah perspektif hukum islam
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Bab 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini untuk menguraikan
hasil penelitian dan analisa data primer dan juga sekunder yang berhubungan
dengan penyelesaiakan hukum dalam menangani sengketa pada koperasi
konvensional yang berpraktik dengan prinsip syariah di kota malang studi kasus

koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang .

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dimana
didalamnya peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian dan peneliti akan

memberikan saran yang sebaik-baiknya.



BAB |1

TINAJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk memperjelas penelitian ini memiliki perbedaan dengan
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penyelesaian Hukum dalam menangani
sengketa pada koperasi konvensional yang berpraktik defngan prinsip syariah,
maka dari itu perlulah kiranya dijelaskan penelitian terdahulu untuk dikaji dan di
telaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. penelitian yang disusun oleh Aulia Rahmi yang berjudul “Pola Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS)
Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian ini fokus
kepada pola penyelesaian sengekta Ekonomi Syariah yang terjadi terhadap
anggota dan pihak koperasi Simpan Pinjam Syariah di Risau Jaya, kabupaten
Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penelitian ini mengkaji pola penyelesaian
sengketa ekonomi syariah berdasarkan konsep sulh pada Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES). Dalam penelitian ini relevansi konsep shulh dalam
KHES terhadap pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah secara
sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan KHES.

persamaan antara penelitian yang disusun oleh Aulia Rahmi adalah
persamaan dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pada koperasi
yang berprinsip syariah, sedangkan perbedaannya yakni pada perspektif yang

digunakan.

14
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2. Peneletian yang disusun oleh Rifki Afrizal yang berjudul “ Penyelesaian
Hukum Terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif ”. Dalam penelitian ini fokus kepada pola penyelesaian
Hukum terhadap anggota koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara yang memiliki Piutang Pasif. Penelitian ini
mengkaji pola penyelesaian Hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam dan
hukum Positif. Dalam penelitian ini penyelesaian Hukum yang dilakukan oleh
pihak Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning sesuai dengan perspektif hukum

Islam dan Hukum Positif.

3. penelitian yang disusun oleh Nurjamil, Siti Nurhayati, ahmad Agung, Inue
Risnaningsih  yang berjudul “Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan
Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren . Dalam penelitian
ini membahas tentang pengelaborasi model penyelesaian sengketa pembiayaan
bermasalah pada bank wakaf mikro berbasis pesantren di Lembaga Mikro
Syariah (LKMS). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam sengketa
yang terjadi pada pembiayaan yang bermasalah BWM memiliki tahapan
penyelesaian yakni: dengan cara penagihan Intensif (Cash Collateral),
penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning),
atau yang dikenal dengan tahapan pemenuhuan prestasi dan langkah terakhir
yakni Musyawarah dengan para pihak terkait. Sehingga penyelesaian sengketa
melalui jalur Litigasi di pengadilan Agamtidak perlu di tempuh oleh para

pihak.
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persamaan antara penelitian yang disusun oleh Nurjamil, Siti Nurhayati,

Ahmad Agung, Inue Risnaningsih adalah persamaan dalam pembahasan

mengenai penyelesaian sengketa pada Lembaga keungan yang berprinsip

syariah, sedangkan perbedaannya yakni pada perspektif yang digunakan.

Tabel Penelitian Terdahulu

Positif

No Nama Judul Persamaan Perbedaan

1 | Aulia Rahmi | Pola Penyelesaian | pembahasan pada perspektif
Sengketa Ekonomi | mengenai yang
Syariah di Koperasi | penyelesaian digunakan.
Simpan Pinjam | sengketa pada | Yakni Hukum
Syariah  (KSPS) | koperasi yang | Ekonomi
Tinjauan berprinsip Syariah.
Kompilasi Hukum | syariah
Ekonomi Syariah

2 Rifki Afrizal | Penyelesaian Pembahasan Pada studi
Hukum Terhadap | mengenai kasus yang
Anggota Koperasi | penyelesaian diteliti
Piutang Pasif | sengketa
Perspektif Hukum | perspektif
Islam dan Hukum | Hukum Islam
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3 Nurjamil, Model pembahasan Perspektif
Siti Penyelesaian mengenai yang
Nurhayati, Sengketa penyelesaian digunakan
Ahmad Pembiayaan sengketa pada | yakni
Agung, Bermasalah pada | Lembaga menggunakan
Inue Bank Wakaf Mikro | keungan yang | Hukum positif
Risnaningsih | Berbasis Pesantren | berprinsip

syariah

B. Kajian Pustaka
1. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun
proses non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan
proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian
melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar
persidangan atau sering disebut dengan alernatif penyelesaian sengketa.

Berikut penjelasan mengenai perbedaan penyelesaian secara litigasi dan
non litigasi:®
a. Proses litigasi

Proses penelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat

dilakukan melalu jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini

% Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (litigasi dan Non Litigasi)” , Al- Bayyinah:
Jurnal of Islamic Law volume VI Nomor 2 , Desember 2017 : 100
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berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam
suatu rangkaian persidangan. Penyelenggara peradilan dilaksanakan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.

. Proses Non Litigasi
Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ( pengadilan) bukanlah
merupakan satu satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat
ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain Litigasi, terdapat
penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah),mediasi,
arbitrase, dan konsiliasi.

Adapun dasar dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian
hukum secara litigasi dan non litigasi, diantaranya yaitu:
a. Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata ( KUHAP)
b. Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman

c. Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa
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2. Kewenangan Absolut dan Relatif peradilan

a.

Peradilan umum

Kewenangan Absolut dan Relatif pengadilan negeri di Indonesia di

atur dalam Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kewenangan

absolut dan relatif pengadilan negeri:

1)

2)

3)

Perkara pidana : pengadilan negeri memiliki kewenangan absolut
untuk memeriksa dan memutus perkara yang termasuk yurisdiksi,
seperti tindak pidana khusus, dan tindak pidana ringan.

Perkara Perdata : pengadilan negeri memiliki kewenangan absolut
untuk memeriksa dan memutus perkara yang termasuk yurisdiksi,
seperti perkara perdata umum, perkara perdata khusus, perkara
kepailitan.

Perkara Tata Usaha Negara : pengadilan negeri memiliki
kewenangan absolut dalam perkara yang terkait dengan Tata
Usaha Negara, termasuk sengketa Administrasi, gugatan terhadap
keputusan administrasi, dan perkara lain yang berkaitan degan
tindakan pemerintah.

Sedangkan untuk kewenangan Relatif Peradilan Umum

diantaranya yaitu:

1)

Wilayah Hukum : pengadilan negeri memiliki kewenangan reatif
untuk memeriksa dan memutus perkara yang terjadi di wilayah

hukumnya. Misalnya pengadilan negeri Jakarta pusat memliki
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kewenangan relatf dala perkara yang terjadi di wilayah
administratif Jakarta pusat.

Wilayah perkara : pengadilan negeri memiliki kewwenangan
relatf dalam perkara tertentu berdasarkan jenis perkara yang di
ajukan. Misalnya pengadilan negeri memliki kewenangan relatif
dalam perkara perceraian, pewarisan, penyelesaian perselisihan

hubungan industrial dan sebagainya.

b. Peradilan Agama

Kompetensi Absolut pengadilan Agama adalah kekuasaan

Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis wewenangnya.

Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang

undang Nomor 50 Tahun 2019 tntang pengadilan Agama serta asas

personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan

Agama dalam menirima, memeriksa, memutus dan menyelesaiakan

perkara:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Perkawinan

Kewarisan

Wasiat

Hibah

Wakaf

Zakat
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7) Infaq
8) Shadagah

9) Ekonomi syariah ©

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya
adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis
berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Magetan
dengan Pengadilan Agama Ngawi. Dalam hal ini antara Pengadilan
Agama Kabupaten Magetan dan Pengadilan Agama Ngawi adalah satu

jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama.

Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada
hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam
hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan
bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang
berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif
Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg
jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan
agama. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu

harus diajukan dengan daerah hukum tergugat berada.’

® Pengadilan Agama Megetan Kelas 1B: “Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan
Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama”, 6 November 2019, Diakses 30 Mei 2023,

https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-

kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
" Pengadilan Agama Megetan Kelas 1B: “Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan
Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama”, 6 November 2019, Diakses 30 Mei 2023,



https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
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3. Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi sebagaimana
yang terlah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:®
a. Negoisasi
Negoisasi yaitu cara untuk menyelesaiakan masalah melalui
musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara
pihak- pihak yang bersengketa kemudian hasilnya dapat diterima oleh
para pihak.
Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi
mengalami jalan buntu aau dengan kata lain tidak tercapai suatu
kesepakatan atau persetujuan, maka para pihak yang bersengketa dapat

menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketanya.

b. Mediasi
Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa yang dimana
para pihak dapat menentukan atau menunjuk pihak ketiga untuk
menjadi penengah aau bisa disebut dengan Mediator. Mediator tersebut
dapat negara, organisasi, atau individu. Kedudukan mediator dalam hal
ini adalah berusaha memberikan keseimbangan para pihak yang
bersengketa sehingga mereka dapat dipertemukan dalam suatu keadaan

yang sama- sama menguntungkan. Kemudian harus dipahami bahwa

https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-
kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama

8 Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (litigasi dan Non Litigasi)” , Al- Bayyinah:
Jurnal of Islamic Law volume VI Nomor 2 , Desember 2017 : 102



https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama
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Mediator tidak berada pada posisi yang dapat memaksa salah satu pihak
untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pihak lainya.

Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6
ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi
yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu
proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang

dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

c. Arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya
melalui negoisasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak
berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha
penyelesaian melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang bersifat mengikat dan mengikat.

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah
cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

para pihak yang bersengketa.’

% Pasal 1 Undang- undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
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d. Konsiliasi

Sama seperti dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses
penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang
bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.

Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai
fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang
bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan
para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan
sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu
dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik
pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika
pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak
tidak mau bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat
melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan
solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis
tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator.

4. Penyelesaian Hukum menurut Hukum Islam
Penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam dapat dilakukan melalui
beberapa metode yang diakui dalam tradisi Hukum Islam. Berikut adalah
beberapa metode penyelesaian sengketa yang umum dalam konteks hukum

islam:10

10 Nurhayati, “ Penyelesaian Sengekta Dalam Hukum Ekonomi Islam”, J-HES: Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah, vol 3, No.1, Januari — Juni 2019: 3
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a. Al-Sulh
Secara Bahasa, “Sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan
menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk
mengakhiri  perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang
bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan
perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh
Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 128 yang
terjemahnya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Ada tiga
rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus
dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni:*!
1. Mushalih ( pihak yang mendamaikan)
Pihak yang dapat mendamaikan hendaknya sanggup bertindak dan
memiliki kekuasaan guna melepasakan haknya atau hal hal yang
yang terkait dalam perdamaian, karena tidak semua orang yang
cakap dalam bertindak tentu memmiliki kekuasaan. Seperti wali
atas harta benda yang diperwalianny, pengampu atas benda yang
berada dibawah pengampuannya, dan pengawas wakaf atas hak

milik wakaf yang berada di pengawasannya.

11 Asep Dadan Suganda,” Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari’ah,” ISLAMICONOMIC :
Jurnal Ekonomi Islam, vol.4, no 1 (2013) : 2 https://doi.org/10.32678/ijei.v4il.74



https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.74
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2. Mushalih bih ( objek yang di sengeketakan)
Harta benda yang dapat dipersengketakan dalam kegiatan Ekonomi
Syariah yakni apabila memiliki unsur unsur seperti:
a) Sesuatu yang memiliki wujud dan bersifat material
b) Sesuatu yang secara kebiasaan adat masyarakat dipandang
mempunyai nilai harta
c) Sesuatu yang sesuai dengan ajran Allah SWT
d) Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki
e) Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya
Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) para ahli hukum
Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya
dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas
hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain,
persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah
saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat

didamaikan.

. Tahkim

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan
istilah “tahkim . Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara
etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu
sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan
arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau

lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna



27

menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang

menyelesaikan disebut dengan “Hakam ”.

c. Wilayat Al- Qadha
Al Qadha (Peradilan) menurutarti bahasa, Al Qadha berarti
memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan
hukum syara. pada suatu peristiva atau sengketa untuk
menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan
yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara
tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah
(masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan
masalah jinayah (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang
diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan
gadhi (hakim).
5. Pengertian Dan Dasar Hukum Koperasi
Secara etimologi, koperasi berasal dari dua kata yaitu “Co” dan
“operation”. Kata “Co” memiliki arti bersama, sedangkan “Operation”
berarti bekerja. Dengan demikian apabila dua kata tersebut di gabung maka,
secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini
koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang- orang
atau badan- badan yang bersifat -terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk

memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.'?

12 Abdul Basith. “ Islam dan Manajemen Koperasi”, ( Malang: UIN Malang Press, 2008). H.42
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Menurut Undang -undang Nomor 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan
koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau
badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas kekeluargaan. 13

Adapun dasar hukum atau yang menjadi landasan Hukum perkoperasian
di Indonesia Adalah sebagasi berikut:

a. Al-Quran

Landasan hukum berkoperasi juga telah dijelaskan didalam Al-Qur’an
pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Ik d Spd g oidlly A1 e i s G0 5 e o

A

Artinya: “ tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa
dan permusuhan, Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
sangat berat siksaanya.”

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk tolong
menolong dalam hal kebaikan, sesuai dengan koperasi, yang dimana
koperasi juga muncul untuk tolong menolong dalam hal kebaikan

seperti meminjamkan biaya kepada yang membutuhkan.

13 Pasal 1 ayat 1 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian



29

b. Undang- Undang Dasar 1945
Didalam UUD 1945 dijelaskan koperasi itu tercantum dasar demokrasi
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah
pimpinan atau kepemilikan anggota- anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran
orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan. 14

¢. Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Dalam Undang- undang ini bisa menjadi acuan kita dalam melihat dan
penjabaran terkait koperasi itu sendiri, seperti menjelaskan terkait
landasan, asas, fungsi, peran, dan prinsip koperasi, juga menjabarkan
terkait AD-ART koperasi, struktur yang harus ada, status badan hukum
dan peraturan- peraturan lain yang bisa menjadi acuan jika sesuatu hal
yang menyimpang.

d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Dalam peraturan menteri ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan usaha
simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, yang dimana
dalam permen ini menjabarkan seputar pendirian koperasi syariah,
dewan pengawas, akad, dan seputar laporan keuangan dengan prinsip

syariah.

14 pasal 33 Undang undang Dasar 1945
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e. Fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/VI111/2021 tentang Pedoman dan
Operasional Koperasi Syariah
Dalam fatwa ini menjadi acuan kita dalam melihat penjabaran terkait
koperasi syariah, seperti pedoman pendirian serta Syarat- syarat

Operasional koperasi syaraiah.

6. Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Dalam lembaga keungan mikro yang berupa koperasi, juga dibagi
menjadi 2, yaitu koperasi syariah dan koperasi konvensional. Hal mendasar
yang membedakan koperasi syariah dan konvensional, yang dimana
koperasi konvensional pada umumnya menggunakan bunga untuk
presentase keuntungan dari setiap pembiayaan yang ada, tetapi dalam
koperasi syariah menggunkan prinsip bagi hasil.

Koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan KSPPS ( Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan USPPS ( Unit Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syaraiah adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan
Pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelolah zakat,Infak,
Sedekah dan wakaf.*®

Adapun hal- hal yang menjadi perbedaan dari koperasi Syariah dan

koperasi Konvensional adalah sebagai berikut:

15 Pasal 1 ayat 2 Peraturan Koperasi dan UMKM No.11/ PER/M.KUKM/XI11/2017/tentang
Pelakasanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamdan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
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a. Aspek Pembiayaan
Koperasi Konvensional memberikan bunga pada setiap anggota yang
melakukan pembiayaan sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan
koperasi Syariah menggunakan bagi hasil. Bagi hasil adalah cara yang
diambil untuk melayani para Anggota koperasi yang melakukan
pembiayaan.

b. Aspek Pengawasan
Pada koperasi konvensional yang mengawasi operasional atau kinerja
dari koperasi hanyalah pengurus dan badan pengawas dari koperasi,
sedangkan pada koperasi syariah diawasi oleh pengawas syariah yaitu

Dewan Pengawas Syariah.



BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejela dengan cara menganalisis dan melakukan
pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kejadian nyata dan
mengusahakan memberikan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan
yang dimunculkan oleh kejadian nyata tersebut. Kemudian untuk mencapai
tujuan dan kemanfaatan dari suatu penelitian, maka didalam penelitian ini
peneliti memakai metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode

penelitian tersebut yaitu :
1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian
lapangan atau yang disebut dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian
empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer atau lapangan
yang diperoleh melalui data primer atau lapangan.'® Hal ini dikarenakan bahwa
penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti,
sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait Penyelesaian Hukum

Dalam Menangani Sengketa Pada Koperasi Konvensional Yang Berprinsip

16 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 133.
(Amiruddin, 2006) (Arikunto, 2002)

32
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Syariah di kota Malang ( Studi Kasus Koperasi QuantumSinergi Umat Kota

Malang)
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan
penelitian.t” Adapun jenis pendekatan penelitian yang dipilih ini sesuai dengan
jenis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta menjelaskan
pentingnya menjelaskan penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan
menganalisis data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis yang berarti penelitian dilakukan terhadap suatu
keadaan nyata dalam lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk menemukan
fakta (fact-finding), kemudian identifikasi (problem-identification) dan
penyelesaian masalah (problem solution).'® Selain itu, istilah dalam penelitian
ini juga bisa disebut dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berarti
suatu penelitian yang dilakukan dengan penggunaan data deskriptif yang bisa
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang bersangkutan
dengan penelitian.*® Adapun pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan
penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan
untuk mengetahui secara langsung bagaimana Penyelesaian Hukum dalam

menangani Sengketa pada koperasi Konvensional yang berpraktik dengan

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rienaka Cipta,
2002). 23.

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2010). 10

19 Muh Fitrah and Luthfiyah, Metode Penelitian, ed. Ruslan and Moch Mahfud Efendi, Pertama
(Sukabumi: CV Jejak, 2017). 44.
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prinsip Syariah studi kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang

Perspektif Hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yag dilakukan oleh peneliti adalah Koperasi Quantum
Sinergi Umat, beralamat di lanatai 1 Mall Dinoyo city Jalan MT. Haryono

No0.195-197, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur .

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif,
yaitu data yang berbentuk pengumpulan berbagai informasi melalui

wawancara dengan para pihak terkait dalam penelitian.

b. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung
diperoleh dari sumber aslinya yang bisa berupa wawancara kepada
Narasumber. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan
adalah sumber data dari Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota
Malang. Adapun data tersebut adalah berupa hasil dari wawancara

dengan Ketua Koperasi Quantum Sinergi Umat.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai data yang dikumpulkan atau
disajikan oleh pihak lain sehingga peneliti tidak sama sekali
melakukan pengamatan terhadap pengumpulan, pembuatan,
maupun kontruksi data.?’ Data sekunder adalah yang berwujud suatu
bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah disusun dalam arsip
atau tersimpan yang dipublikasikan ataupun tidak.?! Data sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen akta pendirian
Koperasi Quantum Sinergi Umat dan dokumen Akad Kerjasama

Nasabah Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka peneliti memakai

beberapa metode pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

Wawancara merupakan satu metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun untuk
mendapatkan jawaban relavan dengan masalah penelitian yang dibahas.??
Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna

mencapai tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang-orang

20 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. 12.
21 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). 13.
22 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. 82.
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yang berkompeten.?® Adapun dalam penelitian ini, maka wawancara dilakukan

kepada Pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang berwujud
sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbantuk
dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.?* Bentuk Dokumen yang diperoleh pada penelitian ini
yakni Berupa Dokumen Akta Pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota
Malang dan Dokumen Akad Kerjasama Nasabah Koperasi Quantum Snergi

Umat Kota Malang.
6. Metode Pengolahan Data

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami berbagai data yang
di dapat, maka peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengolah data
tersebut dengan tujuan agar terciptanya penelitian yang tepat dan tertata

dengan baik. Adapun beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Sesuai dengan rumusan masalah, jelaslah harus berfokus pada hal-hal

yang sesuai dengan penelitian. Dalam teknik editing ini, peneliti akan

23 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 95
24 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 71.
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mengecek kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh dari orang yang

diwawancarai.

b. Analisis (Analysing)

Analisis data adalah proses pengorganisasian aturan data,
pengorganisasian ke dalam kategori dan deskripsi dasar. Sugiono menyatakan
bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan dokumen.

c. Kesimpulan (Conslusing)

Kesimpulan adalah tahap akhir dari suatu penelitian, yang mana
dalam hal ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari serangkaian proses
penelitian yang telah dilakukan sehingga, dari isu hukum yang telah dikaji

dan dianalisis, yang kemudian akan menjadi kesimpulan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Quantum Sinergi Umat

Koperasi Quantum Sinergi Umat yang berkantor di kota Malang tepatnya di
Mall Dinoyo 1t.3, Jalan MT.Haryono No0.195-197 Malang., didirikan pada
tanggal 15 September 2016, sebagaimana yang nampak dalam Akta Pendirian
nya No0.003 tanggal 09 Juni 2017, merupakan lembaga keuangan yang
keberadaannya dibawah naungan Kementrian Perkoperasian Republik
Indonesia. Pendirian Koperasi ini didasarkan pada Undang-undang Koperasi
no. 25 tahun 1992. 2° Hingga tahun 2023 tercatat jumlah keanggotaan Koperasi

Quantum Sinergi Umat yang terdaftar berjumlah sebanyak 579 orang.

Secara hukum bentuk Koperasi Quantum Sinergi Umat adalah koperasi
konvensional, tetapi dalam prakteknya, koperasi ini menerapkan ketentuan-

ketentuan syariat dalam akad-akadnya.

Sebagaiman Koperasi-koperasi lainnya di Kota Malang, yang memiliki
bentuk secara hukum sebagai Koperasi Konvensional, tetapi ternyata secara de
facto banyak diantaranya yang melakukan praktek operasional secara syariah,

pada dasarnya munculnya hal ini disebabkan karena semakin tumbuhnya

25 “Tentang Kami “, Quantum Sinergi Umat, Diakses 19 September 2023,
https://qsu.co.id/tentang-kami/
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kesadaran dan keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dari
lembaga keuangan yang berbasis Syariah, guna memenuhi kebutuihan akan
bisnis/perekonomian mereka. Khususnya bagi masyarakat islamy yang moderat,
yang mulai berpikir pentingnya untuk membentuk generasi tumbuh kembang

yang terbebas dari unsur haram seperti Riba.

Akan tetapi menyedari bahwa keinginan masyarakat islam (khususnya),
yang merupakan golongan mayoritas di Indonesia tersebut, ternyata dari sisi
paying hukum belum sepenuhnya terakomodir, dan keberadaan Koperasi
Syariah belum sepenuhnya berani mendeklarasikan diri, sebagaimana lembanga

keuangan dalam bentuk Bank. Dalam hal ini Bank Syariah.

Banyak faktor yang menjadikan sebab kenapa banyak Koperasi yang
sebenarnya berpraktek secara Syariah tetapi tidak berani secara tegas
menunjukan kepada publik. Mereka lebih memilih tetap nampak sebagai

koperasi konvensioanl. Beberapa alasan tersebut antara lain :
1. Masa Transisi

Meski diperuntukkan untuk umum, tetapi harus diakui bahwa peminat/
anggota/nasabah koperasi umumnya dari kalangan menengah kebawah. Salah
satu faktornya adalah limit modal awal yang dimilik Koperasi tidak sebesar
Bank. Karena fungsi keberadaan Koperasi hakekatnya untuk menunjang
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini menjadikan Koperasi
membutuhkan waktu untuk mengedukasi anggota/nasabah/mitranya tentang

fadhilah-fadhilah dari melakukan transaksi secara Syariah. Karena umumnya
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masyarakat golongan ini lebih memikirkan bagaiman secara instan
memperoleh keuntungan dengan cara yang banyak, cepat dan dipahami
secara mudah, seperti halnya riba/bunga. Angka “bunga” akan lebih mudah

dipahami daripada istilah bagi hasill

. Produk Hukum Koperasi Syariah yang ada kurang sepenuhnya

mengakomodir kepentingan Pelaku Bisni Koperasi Syariah.

Meskipun beberapa hal tentang Koperasi Syariah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, akan tetapi
sejauh ini Pemerintah belum menerbitkan secara tegas produk hukum yang
mengatur khusus tentang Koperasi Syariah. Terlebih lagi mengenai kepastian

Hukum, sistim peradilan yang wajib diikuti oleh Koperasi Syariah.

Pentingnya produk payung hukum yang memberikan kepastian hukum dan
kenyamanan bagai para pelaku bisnis Koperasi Syariah, akan memberikan
dampak posititf pula pada kemantapan mereka (pelaku bisnis Koperasi
Syariah) untuk memberikan layanan Syariah yang maksimal kepada

masyarakat. Begitu pula sebaliknya.

Karena dinilai produk hukum vyang sudah ada belum sepenuhnya
memberikan/ menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis koperasi
Syariah, sehingga yang nampak Koperasinya tetap dalam bentuk

Konvensioanl, padahal prakteknya adalah Syariah.
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Kitab Undang-undang hukum Perdata adalah produk hukum yang dijadikan
rujukan oleh Koperasi Konvensioanl. Segala sengketa yang merujuk dari
KUHP diselesaikan melalui lembaga peradilan umum, yaitu Pengadilan
Negeri. Sedangkan hal-hal yang diatur secara Syariah, yang sumber
hukumnya adalah Al’Qur’an dan hadist, harus menjadi sandaran hukum bagi
Koperasi yang berpaktek secara Syariah. Lembaga peradilan yang berwenang
dalam penyelesaian sengketa Syariah, dilakukan melalui lembaga Peradilan

Agama.

3. Kurangnya penguasaan akan produk hukum yang mengatur tentang Koperasi

Syariah bagi kalangan Pelaku Bisnis Koperasi Syariah

Harus diakui, kebanyakan para pelaku Bisnis Koperasi Syariah masih tidak
begitu memahami tentang hukum termasuk akibat-akibatnya dari adanya
usaha, khususnya Usaha Koperasi. Hal yang umum diketahui/ dipahami
adalah ilmu tentang bisnis itu sendiri, bagaimana bisnis harus dijalankan dan
diterima oleh masyarakat. Masih banyak dari mereka yang kurang memahami
akan dampak-dampak hukum dari hasil transaksi/perbuatan yang mereka
keluarkan. Seperti halnya ketidak tahuan mereka akan keharusan
mencantumkan kata “Syariah” pada nama lembaga koperasinya yang

bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengenal.

Ketiga hal tersebut diatas, merupakan faktor penyebab utama munculnya
lembaga Koperasi Konvensional yang berpraktek Syariah. Ada unsur keragu-

raguan dalam melaksanakan praktenya.



42

Berangkat dari hal-hal diatas, awal mula koperasi Quantum Sinergi Umat di
bentuk, yakni berawal dari keprihatinan terhadap beberapa aktivitas Ekonomi Islam
yang dimana terdapat rantai putus antara keilmuan dengan penerapan dilapangan.
Selain skill pengusaha yang kurang memadai ternyata sebagian besar pengusaha
muslim belum memahami batasan batasan dan hukum hukum syariat dalam
berdagang, dan ternyata umat membutuhkan lembaga keuangan Syariah yang benar

benar Syariah.

Disisi lain, aktivitas dakwah anti riba dan yang sejenisnya serta berbagai
macam pelatihan bisnis menghasilkan pengusaha hijran yang cukup banyak.
Dengan banyaknya pengusaha hijrah, munculah masalah baru saat proses
pengembangan, kecenderungannya para pengusaha tersebut akan mendapat
kendala dari sisi financial khususnya permodalan. Kemudian jarang para pengusaha
tersebut mendapat solusi dari lembaga keuangan syariah yang telah ada. Bahkan
banyak yang pesimistis sehingga mereka, dengan terpaksa kembali lagi ke
“konvensional”. Selain masalah tersebut, belum banyaknya Lembaga keuangan
syariah yang 100% menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariat islam juga
menjadi masalah, sehingga umat yang memiliki dana lebih, akan khawatir jika

dananya dikelola secara “’tidak syariah”.

Koperasi Quantum Sinergi Umat dibentuk dari Keilmuan para Ulama,
Ustadz Ahmad Djalaludin selaku pembina, telah meletakkan foundasi muamalah

syariah sesuai Al Quran & sunnah dengan diadakannya kajian rutin bagi Pengurus
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dan Anggota Koperasi Quantum Sinergi Umat. Sedangkan Ustadz Alfin Shoheh
selalu membimbing, menekankan, dan menjembatani Ukuwah Islamiyah dalam
pergerakan Koperasi Quantum Sinergi Umat. Selain keilmuan dari bimbingan para
Ulama, Farid Hijriahwan Alam Insani Selaku Ketua Koperasi Quantum Sinergi
Umat, telah berhasil lulus dan mendapat sertifikat dalam pelatihan Dewan
pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia yang diadakan pada bulan maret 2018
di Surabaya, hal tersebut menunjukkan keseriusan Koperasi Quantum Sinergi Umat
dalam menjalankan syariat Islam dalam setiap akivitasnya sebagai Lembaga

Keuangan Syariah.

Didukung pula oleh pengusaha pengusaha yang memiliki kompetensi
sebagai coach (pelatih) Bisnis, seperti Coach Igbal Saladin Harahap, Coach Helmy
Firmansyah, Coach Catur Mulyono, dan sebagainya, yang telah terbukti di

bisnisnya masing masing dan telah mencetak banyak pengusaha handal di Malang.

Dengan menggabungkan potensi keilmuan syariat islam dari para Ulama dan
IImu bisnis dari para Coach, Koperasi Quantum Sinergi Umat akan berusaha
menjadi solusi Lembaga Keuangan Syariah yang benar benar dibutuhkan Umat,
dengan koridor hukum-hukum muamalah sesuai dengan Al Qur’an dan Sunnah.
Koperasi Quantum Sinergi Umat berusaha menjadi Lembaga Keuangan syariah
yang menjadi solusi tabungan & investasi sesuai syariat, yang pengelolaan dananya
dikelola oleh unit bisnis yang profesional dan amanah serta menghasilkan nisbah

yang halal dan zakat perniagaan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
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B. Praktek Operasional Yang Diterapkan Oleh Koperasi Quantum Sinergi

Umat Kota Malang

Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang adalah lembaga keuangan
dibawah Kementrian Perkoperasian Republik Indonesia. Koperasi Quantum

Sinergi Umat Kota Malang ini memliki beberapa peran yakni

1. Sebagai jembatan antara Investor dengan para pelaku bisnis yang

membutuhkan permodalan.

2. Melakukan analisa dan audit pada usaha atau proyek para pelaku bisnis
(mitra) yang hendak di danai berkaitan dengan legalitas usaha, kehalalan

produk dan skema bisnis yang ditrapkan.

3. Melakukan pengawasan terhadap berjalannya proses bisnis baik sebelum,
ketika berlangsung maupun setelah proyek selesai, agar tetap berjalan sesuai

koridor syari dan professional.

Koperasi Quantum Sinergi Umat memiliki produk produk layanan yang
ditawarkan kepada nasabahnya seperti layanan tabungan bagi anggota, Investasi
syariah, tabungan Hari raya, Tabungan Umrah dan Haji, dan Agen. Dalam
menjalankan produk- produk layanannya , Koperasi Quantum sinergi Umat Kota

Malang menggunakan beberapa akad, yakni :
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1. Akad Mudharobah, yang khusus di lakukan antara investor dan Koperasi
Quantum Sinergi Umat

2. Akad Mudharobah antara mitra bisnis dengan koperasi Quantum Sinergi Umat
kota Malang terkait dengan Jual beli Murabahah, Musyarakah, dan ljarah Multi

jasa ( menyesuaiakan Komoditas dan pola bisis calon mitra).

Akad Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis
dalam ekonomi Syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan
kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib).
Dalam akad ini, Shahibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib, yang
kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang
dihasilkan kemudian akan dibagi secara proposional antara Shahibul mal dan

mudharib.

Fasilitas simpan pinjam pada koperasi Quantum Sinergi Umat Kota malang
tidak menggunakan sistem riba, namun koperasi menggunakan margin jual beli
kepada mitra bisnis, dan menggunakan sistem bagi hasil kepada member dan

investor.

Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota
Malang secara legalitas berbentuk koperasi Konvensional, namun dalam
operasionalnya menerapkan prinsip syariah?®. Dengan menerapkan sistem yang
dijadikan acuanya yakni konvensional sedangkan operasionalnya menggunakan

sistem syariah, Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang terkadang mengalami

26 Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 5 Mei 2023)
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suatu kendala. Kendala yang dihadapi yakni ketika mindset para nasabah yang sudah
teredukasi dengan baik, tetapi terdapat celah yang dimanfaatkan mitra bisnis
sehingga menganggap Margin Syariah lebih mahal dari bunga (riba) dan menjadi
argumen sepihak saat bisnis mitra sedang macet.?’

Penyelesaian hukum yang dilakukan Koperasi Quantum Sinergi Umat kota
Malang apabila terjdi sengketa yakni dapat ditempuh melalui jalur Litigasi dan jalur
Non Litigasi. Penyelesaian secara Litigasi yakni Proses penelesaian sengketa oleh
para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalu jalur litigasi atau lembaga
peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim
pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggara peradilan
dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan
penyelesaian melalui jalur non litigasi yakni penyelesaian yang dilakukan di luar
pengadilan seperti penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah),mediasi,
arbitrase, dan konsiliasi.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara mengenai Koperasi Quantum
Sinergi Umat kota Malang dalam penyelesaian sengketa, pihak Koperasi memeberi
keterangan bahwasaanya apabila terjadi sengketa yang di haruskan di selesaiakan
melalui jalur Litigasi, maka pihak koperasi akan menyelesaiakannya di Pengadilan

Negeri. Sedangkan apabila sengketa bisa di selesaiakan melalui jalur Non Litigasi,

27 Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 12 Juli 2023)
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maka pihak Koperasi akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan

pendapingan spiritual dan pendampingan kewajiban.?

C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyelesaiakan Sengketa Pada Koperasi
Konvensional Yang Berpraktek Dengan Prinsip Syariah Pada Koperasi

Quantum Sinergi Umat Kota Malang

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan seperti yang dijelaskan diatas
bahwasannya Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang secara legalitas masih
terdaftar secara konvensional namun secara operasioanl menggunakan prinsip
syariah, perlu diketahui bahwasanya dengan menganut hal terbutt, maka dapat
menuimbulkan ketidak pastian hukum, sehimgga akan berpengaruh terhadap

bagaiamana penyelesaian atas sengketa bilmana terjadi.

Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak mencantumkan kata “Syariah” pada
nama Lembaga, yang dimana telah diatur pada pasal 13 Peraturan Pemerintah No.7
tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan
usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa koperasi yang akan
menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan Kkata

“syariah” dalam nama koperasi. %

28 Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 12 Juli 2023)
29 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021
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Bentuk koperasi Konvensional atau Syariah, dapat mempengaruhi
bagaimana penyelesaian sengketa yang di terapkan. Karena hal tersebut dapat
menentukan dimana domisili hukum yang digunakan, apakah lingkungan Peradilan

Negeri atau Peradilan Agama

Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan, pihak Koperasi Quantum
Sinergi Umat kota malang apabila terjadi sengketa yang di selesaikan melalui jalur
Litigasi, maka pihak koperasi akan menyelesaiakannya di Peradilan Umum yaitu
Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila sengketa bisa di selesaiakan melalui jalur
Non Litigasi, maka pihak Koperasi akan menyelesaikan dengan cara musyawarah

dengan pendapingan spiritual dan pendampingan kewajiban.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam prakteknya penyelesaian
sengketa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota
Malang, selama ini melalui jalur Non Litigasi, dibuktikan pada salah satu
perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan nasabah, yakni
pada isi pasal 9 perjanjian Akad Mudharabah Investasi Pengadaan Frozen Meat
NO.A20.2.10.258. MDRBH.2020, yang berbunyi ” Apabila terjadi Perselisihan
antara Para pihak sehubung dengan perjanjian kerjasama usaha ini, maka para

pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah”. °

Terkait musyawarah dengan pendapingan spiritual dan pendampingan
kewajiban, yang dimaksud dengan pendampingan Spiritual adalah bahwa pihak

Koperasi akan memngajak atau membantu pola pikir mitra bisnis untuk

30 Lampiran
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menyandarkan segala permasalahan dan menyelesaikannya dalam koridor
secara syariat. Sedangkan yang dimaksud dengan pendampingan kewajiban
adalah bahwa koperasi akan secara langsung membantu atau melakukan
pendampingan secara teknis, mengatasi sumber permasalahan, supaya kegiatan

mitra bisnis berjalan lancar kembali.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang

harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni:3!

1. Mushalih ( pihak yang mendamaikan)

Pihak yang dapat mendamaikan hendaknya sanggup bertindak dan memiliki
kekuasaan guna melepasakan haknya atau hal hal yang yang terkait dalam
perdamaian, karena tidak semua orang yang cakap dalam bertindak tentu
memmiliki kekuasaan. Seperti wali atas harta benda yang diperwalianny,
pengampu atas benda yang berada dibawah pengampuannya, dan pengawas
wakaf atas hak milik wakaf yang berada di pengawasannya.

Koperasi Quantum Sinergi Umat dalam menyelesaiakan sengketa juga

menunjuk Mushalih untuk mendamaikan suatu sengketa.

2. Mushalih bih ( objek yang di sengeketakan)
Harta benda yang dapat dipersengketakan dalam kegiatan Ekonomi Syariah

yakni apabila memiliki unsur unsur seperti:

31 Asep Dadan Suganda,” Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari’ah,” ISLAMICONOMIC :
Jurnal Ekonomi Islam, vol.4, no 1 (2013) : 2 https://doi.org/10.32678/ijei.v4il.74
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a) Sesuatu yang memiliki wujud dan bersifat material

b) Sesuatu yang secara kebiasaan adat masyarakat dipandang mempunyai
nilai harta

c) Sesuatu yang sesuai dengan ajran Allah SWT

d) Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki

e) Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya

Objek yang disengketakan pada koperasi Quantum Sinergi Umat telah
Memenuhi Rukun Diatas, karena selama ini koperasi selalu bertransaksi dengan

nasabahnya menggunakan akad Mudharabah,

3. persoalan yang boleh di damaikan

Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) para ahli hukum Islam
sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk
pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak
manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu

hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja.

Sengketa Pada koperasi Quantum Sinergi Umat dapat didamaikan
karena  selama ini koperasi selalu bertransaksi dengan nasabahnya

menggunakan akad Mudharabah.
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Adapun dalil mengenai musyawarah, tertuang didalam Al- Qur’an

yakni:

0 870,

Artinya : “dan urusan mereka, mereka musyawarahkan diantara mereka *

(Qs. Asy-Syuara 38)
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Artinya : “dan beermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu

(Qs. Ali Imran Ayat 159)
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Artinya : “wahai oranng — orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah
rasul dan pimpinan diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat
mengenai suatu hal, kembalikanlah (jiwa- jiwa ajaran) Allah (Al-Quran) dan
(Jiwa ajaran) Rasul ('sunnah) yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih

baik akibatnya”



52

Dapat disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh Koperasi Quantum
Sinergi Umat dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan
melakukan pendampingan spiritual, sesuai dengan dalil Qs. An-nisa ayat 59
yang dimana apabila terdapat perbedaan pendapat maka kembalikanlah ke pada

ajaran Allah dan Rasul.

Adapun penyelesaian secara Litigasi menurut Hukum Islam yakni Wilayat
Al- Qadha ( kekuasaan kehakiman). wilayat Al-gadha dibagi menjadi tiga yakni

Al-hisbah, Al- Madzamil, dan Al-Qadha.?

Al- Hisbah yaitu lembaga resmi negara yang diberui wewenang untuk
menyelesaiakan masalah- masalah atau sengketa ringan yang dimana tidak
mwmerlukan proses peradilan untuk menyelesaiakannya. Kewenangan lembaga

hisbah sendiri tertuju pada tiga hal yakni:

4. Dakwaan terkait kecurangan atau pengurangan takaran

5. Dakwaan terkaait penipuan dalam komoditi

6. Dakwaan terkait penundaan pembayaran hutang, yang dimana pihak yang
berhutang mampu untuk membayar.

Al- Madzamil yakni badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela
orang- orang yang teraniaya akibat perbuatan seseorang yang semena-mena.
kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaiakan kasus- kasus
pelanggaran hukum seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan

pemerintah yang merugikan masyarakat.

32 Imam jauhari, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam,
(DIY:Deepublish, 2017), h.105
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Al- Qadha menurut bahasa berarti memutuskan atau menetapkan,
sedangkan menurut istilah berarti “ menetapkan suatu peristiwa atau sengketa
untuk menyelesaiaknnya secara adil dan mengikat”. Kewenangan yang dimiliki
oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara- perkara tertentu yang erat
kaitannya dengan masalah Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah ( masalah keperdataan).

Konsep Wilayat Al- Qadha berkaitan dengan Peradilan Agama saat ini,
karena peradilan gama di Indonesia memeliki kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa yang berkaitan dengan hukum islam. Dalam penyelesaian sengketa,
peradilan agama di Indonesia mengacu pada prinsip- prinsip yang terkait dengan
Wilayat Qadha seperti Keadilan, Netralitas, dan Transparansi.

Dalam peradilan Agama memiliki asas Personalitas Islam, yang dimana asas
ini memiliki makna bahwa:3
1. Pihak yang berperkara harus sama- sama memeluk agama Islam.

2. Perkara yang disengketakan yakni berupa perkara di bidang perkawinan,
waris, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi Syariah.

3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan berdasarkan islam dan
diselesaikan pula berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian, asas personalitas keislaman memiliki kaitan yang erat
dengan Wilayat Al — Qadha, yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam hukum

islam dan penyelesaian sengketa menurut hukum islam.

3 Nurul Umam, Erie Hariyanto, “ Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada
Masa Nabi Muhammad SAW dan di Era Reforrmasi”, Al- Huqug: journal of Indonesian Islamic
Economic Law, Vol.2 No.2 (2020): 169 https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441
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terdapat Rukun dan Syarat Wilayat Al- Qadha dalam Penyelesaian
sengketa Ekonomi Syariah meliputi:

1. Memperhatikan hukum Syariah yang mengatur penyelesaian sengketa
ekonomi, seperti sengketa bank Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah,
asuransi Syariah, reasuransi Syariah dan reksadana
Untuk koperasi Quantum Sinergi Umat sendiri tergolong sebagai lembaga
keuangan mikro, yang artinya koperasi Quantum Sinergi Umat termasuk
klasifikasi tersebut.

2. Melakukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan
mediasi, serta memperhatikan prinsip- prinsip keadilan dan kebersamaan
yang diatur dalam hukum Syariah.

Koperasi Quantum Sinergi Umat melakukan penyelesaian sengketa yakni
dengan melakukan musyawarah dengan pendampingan spiritual dan
pendammpingan memenuhi kewajiban.

3. Menjaga keadilan dan kebersamaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi

Syariah, baik dalam bentuk hukum konvensional maupun hukum Syariah.

Wilayat Al- Qadha, atau kekuasaan kehakiman, dapat menbantu dalam
penyelesaian sengketa ekonomi dengan memberikan landasan hukum dan
wewenang untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berkeadilan. Dalam
knteks hukum islam, Wilayat Al- Qadha memberikan kewenangan kepada
lembaga kehakiman untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah

berdasarkan Prinsip- prinsip islam dan keaadilan. Dengan adanya Wilayat al-
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Qadha, pihak pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memperoleh kepastian

hukum dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi.

Secara Litigasi, dari hasil penelitian diperoleh fakta hukum (de facto)
bahwa Koperasi Quantum Sinergi Umat baik dalam Anggaran dasarnya maupun
dalam akad-akad/perjanjian dengan pihak Investor maupun Mitra Bisnis, tidak

menyebutkan pilihan domisili hukumnya bilamana terjadi sengketa.

Secara hukum ini akan menimbulkan kesuilitan tersendiri bagi pihak
Koperasi. Karena dalam suatu transaksi/akad/perjanjian, sangat penting bagi
para pihak yang melakukan transaksi/akad/perjanjian tersebut untuk memilih
dan menentukan domisili hukum. Hal ini bertujuan, agar ada jaminan kepastian

hukum atau payung hukum bagi permasalahan yang hendak diselesaikan.

Koperasi yang berbentuk konvensional secara otomatis tunduk pada
ketentuan Hukum Perdata dibawah naungan sistim Peradilan Umum, sedangkan
Koperasi yang berbentuk syariat, tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum

syariat, yang dibawah naungan Peradilan Agama.

Tidak dicantumkannya secara tegas pilihan domisili hukum

membuktikan bahwa :

1. Koperasi Quantum Sinergi Umat tidak memiliki ketegasan hukum dalam
menentukan bentuk maupun arah sistim operasionalnya.

2. Koperasi Quantum Sinergi Umat terkesan menyediakan kebebasan
pemilihan domisili hukum, bilamana terjadi suatu sengketa. Koperasi

Quantum Sinergi Umat, bisa merujuk pada dasar-dasar aturan konvensional
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perkoperasian (tunduk pada kewenangan hukum pengadilan Umum) dan
bisa pula menggunakan dasar-dasar syariat dalam menyelesaikan sengketa
(tunduk pada kewenangan hukum Peradilan Agama). Hal ini sesungguhnya
hanya akan memberikan kesulitan sendiri bagi pihak Koperasi, karena
ketidak - pastian hukum akan memberikan peluang bagi lawan sengketa
memenangkan sengketanya. Ketidak pastian pemilihan domisili Hukum,
dapat menyebabkan kasus akan lama tidak terselesaikan, yang pada

akhirnya menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

Hal-hal tersebut diatas juga memberikan bukti alasan kuat mengapa sejauh
ini, pihak koperasi Quantum Sinergi Umat berusaha untuk menyelesaikan setiap
permasalahan dengan jalan musyawarah. Karena pada hakekatnya pihak
Koperasi menyadari akan menemukan kesulitan bilamana permasalahan harus

dibawa ke jalur hukum.

Fakta yuridis yang ditemukan, bahwa sejatinya secara Hukum Koperasi
Quantum Sinergi Umat bahkan sama sekali tidak memiliki ketegasan dalam
menentukan pilihan hukumnya, hal ini sudah tentu akan menyulitkan posisi

hukum Koperasi Quantum Sinergi umat dihadapan publik.

Walaupun jalur musyawarah adalah jalur yang sangat efisien, hemat dan
aman, sangat penting dalam penyelesaian suatu permaslahan yang dihadapi,

didasarkan pilihan hukum yang pasti.

Meski secara hukum Koperasi Quantum Sinergi Umat tidak mencantumkan

pilihan domisili hukum bila terjadi sengketa atau permasalahan, baik dalam
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anggaran dasar maupun akad-akad nya baik dengan investor maupun mitra
bisnis, tetapi isi kalimat yang tertuang dalam akad-akad tersebut mengarah pada
ketentuan-ketentuan syariat. Maka hal ini bisa disimpulkan bila Koperasi
Quantum Sinergi Umat pada hakekatnya ingin melaksanakan perjanjian-

perjanjian atau Kerjasama dan tunduk dalam ketentuan hukum syariat.

Pemilihan Lembaga Peradilan Agama dalam Menyelesaiakan sengketa
bisnis ekonomi Syariah seharusnya merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana,
karena hal ini dapat tercapai keselarasan antara hukum materiil yang
berlandaskan prinsip- prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang

merupakan representasi lembaga peradilan islam.

Beberapa produk hukum yang bisa dijadikan dasar/acuan bagi pegiat
bisnis Syariah sebagai paying hukum yang dapat memberikan jaminan hukum,

yaitu :

1. Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ada beberapa pasal dalam undang-undang ini yang mengatur secara

jelas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa.

a. Pasal 2 undang-undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan
Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini.
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Isi pasal ini menegaskan aturan bahwa lingkup kerja Peradilan Agama hanya
mengatur, memeriksa, menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh hanya
orang yang beragama Islam. Lembaga Peradilan Agama tidak akan
memeriksa, menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh orang yang

beragama selain Islam.

b. Pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 berbunyi “ Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakn
perkara di tingkat pertama, antara orang- orang yang beragama Islam di
bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infagq, shadagah dan
Ekonomi Syariah”. Lebih lanjut lagi dijelaskan secara perinci yang dimaksud
dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang

dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

a. Bank Syariah

b. Lembaga keuangan mikro Syariah

c. Asuransi Syariah

d. Reansuransi Syariah

e. Reksa Dana Syariah

f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga berjangka menengah Syariah
0. Sekuritas Syariah

h. Pembiayaan Syariah

i. Dana pensiuanan lembaga keuangan Syariah

j. Bisnis Syariah
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c. Pasal 50 (2) undang-undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa apabila
terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek
hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengkete tersebut
diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 49.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini
merupakan review judicial terhadap Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan tersebut
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah jatuh di bawah
kewenangan absolut Peradilan Agama. Putusan ini juga menyatakan bahwa
Pasal 55 ayat 2 dan 3 serta penjelasannya yang telah menyebabkan
ketidakpastian hukum dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan

dengan UUD 19453
3. Fatwa DSN — MUI No. 141/DSN-MUI/VI11/2021

Fatwa DSN — MUI No. 141/DSN-MUI/VI1/2021 menjelaskan
tentang Pedoman Pendirian dan Operasional koperasi Syariah, bahwa
Penyelesaian sengketa pada koperasi syariah yakni wajib dilakukan dengan

prinsip syariah dan peraturan perundang undangan yang beraku:*®

a. Melalui musyawarah mufakat

34 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
35 Fatwa DSN — MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tenang Pedoman Pendirian dan Operasional
koperasi Syariah
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b. Melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan
Arbritase Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila
musyawarah mufakat tidak tercapai.

Namun skema untuk praktek penyelesaian sengketa yang dilakukan
oleh pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang melalui jalur Litigasi
(meski selama ini belum pernah terjadi), masih kurang sesuai.

Dalam wawancara dengan pengurus Koperasi Quantum Sinergi Umat

dikatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan/sengketa, maka akan
diselesaiakan melalui jalur Peradilan Umum yang memiliki kewenangan

memeriksa perkara secara Hukum Perdata.3®

Hal ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelesaian
hukum islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.3 tahun 2006
tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-
X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan Fatwa
DSN — MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tenang Pedoman Pendirian dan
Operasional koperasi Syariah, bahwasannya untuk penyelesaiannya sengekta

malalui jalur Litigasi dapat diselesaiakan di Peradilan Agama.

% Farid, Wawancara (Malang, 5 mei 2023)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Hasil penelitian terkait Penyelesaian Hukum dalam Menangani

Sengketa pada koperasi Konvensional yang berpraktek secara Syariah Di kota

Malang ( Studi kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang) adalah

sebagai berikut :

1. Secara Hukum, Koperasi Quantum Sinergi Umat, masih terdaftar secara
konvensional, hal ini dapat dilihat dari Nama Lembaga Koperasi Quantum
Sinergi Umat yang tidak sesuai denan ketentuan PP No 7 Tahun 2021 yakni
tidak mencantumkan kata “Syariah”. Ini berarti Koperasi Quantum Sinergi
Umat secara hukum tunduk pada sistim Hukum Perdata yang berada dibawah
wewenang peradilan umum.

2. Meskipun pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat dikatakan berbentuk
konvensional, akan tetapi dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi
Quantum Sinergi Umat melakukan akad-akad secara syariat. Yang berarti
memilih/menggunakan ketentuan hukum Syariat (islam) dalam melakukan
perjanjian/akad dengan investor maupun mitra bisnis.

3. Berkaitan dengan penyelesaian Hukum yang dilakukan oleh Koperasi
Quantum Sinergi Umat, secara :

a. Non litigasi, dilakukan melalui jalur musyawarah dengan pendampingan

spiritual dan pendampingan kewajiban.

61
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b. Litigasi, Koperasi Quantum Sinergi Umat, meski dalam isi akad-
akad/perjanjian yang dibuat dengan investor/mitra bisnis, menggunakan
prinsip-prinsip Syariat, akan tetapi dikatakan bahwa Koperasi Quantum
Sinergi Umat akan menempuh jalur peradilan umum bilamana terjadi
suatu sengketa. Hal ini dimungkinkan, mengingat tidak adanya secara

tegas pemilihan domisili hukum dalam akad-akad yang dibuat.

4. Untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara Non Litigasi, apa yang
dilakukan oleh Koperasi Quantum Sinergi Umat, yakni melakukan
Musyawarah dengan Pendampingan Spiritual (agama) dan Pendampingan
Kewajiban sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Disisi lain untuk
penyelesaian yang dilakukan secara Litigasi bilamana terjadi sengketa,
meskipun selama ini belum pernah ada, Koperasi Quantum Sinergi Umat
memilih untuk menyelesaikan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), yang
secara Yyuridis sebenarnya bertentangan dengan kewenangan absolut

peradilan agama berdasarkan Undang- undang No 3 Tahun 2006.

Dikatakan bahwa hal itu bertentangan, karena secara hukum dapat dikatakan
bahwa Koperasi Quantum Sinergi Umat dan mitra bisnisnya (para pihak yang
membuat akad/perjanjian) sebenarnya otomatis tunduk pada sistim hukum
yang menjadi wewenang Peradilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undanng-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006, disebutkan secara tegas bahwa
Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan
sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh, ekonomi Syariah. (pasal

2 jo pasal 49 jo pasal 50 (2) UU No,3 tahun 2006).

Isi ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 diatas sebenarnya telah
memenuhi/memberi jaminan kepastian/kepentingan hukum bagi masyarakat
dalam melakukan aktifitas hidupnya , khususnya bidang ekonomi Syariah

seperti yang dilakukan Koperasi Quantum Sinergi Umat.

B. Saran
Menurut hasil analisi maupun kesimpulan diatas, saran yang bisa
disampaikan , adalah sebaiknya untuk Koperasi Quantum Sinergi Umat,
mempertegas tentang bentuk hukum lembaga Koperasinya. Karena hal ini
ternyata memperngaruhi pola penyelesaian hukum yang akan diambil.
Menggunakan sistim Hukum Perdata (Sistim Peradilan Umum) atau Hukum

Islam (sistim Peradilan Agama).
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Telah ditetapkan sebagal Notarisz Pembuat Akta Koperasi
di Wilayah Kota Malang dan berkantor di Jalan Bunga
widara Nomor 7 Malang, dengan dihadiri oleh saksi yang
saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akta ini: -

1. Tuan FARID HIJRIAHWAN ALAM INSANI, -———-——----———mux

lahir di Malang, pada tanggal O07-10-1883 (tujuh

Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),

Warga  Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Candi Mendut Selatan VIII/4, Rukun
Ih Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Tulusrejo,
Kecamatan Lowokwaru, Xota Malang, pemegang Kartu
Tands Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573040710B30002, —~~=m=mmmee oo
2. Tuan RENDRA MAYATULLAH MACRONI DIRI, —=----—--—m—mm
lahir di Malang, pada tanggal 25-02-197% (dua puluh
lima Februarl seribu sembilan ratus tejuh puluh
sembilan}, Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer,
bertempat tinggal di Jalan Simpang Setaman 1/49,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Xelurahan

Lowokwazru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
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pemegang Kartu Tanda Penduduk de
Kependudukan (NIK): 357301250279000
Tuan MUHAMMAD TAUFIQ RIZQI rnnnxnnnnh
lahir di Malang, pada tanggel 0iI-01-1988 (satu
Januari seribu  sembilan ratus delapan puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Akik No.19, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Tlogomas,
Kecamatan Lowoxwaru, KXota Malang, pemegang Kartu
Tands Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573050101880010, yang saat ini masih dalam
proses pengurusan KTP-elektronik ([(e~KTP) di kantor
Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaruy, Kota
Malang, sebagaimana diterangkan dalam Surat
Pengantar Nomor 474.4/22/35.73.05/2017, tanggal 24-
05-2016 (dua puluh empat Mei dus ribu enam belas)., -
Tuan BAYU RISDIRNTO, === == e e e e e e e o
lahir di Malang, pada tanggal O05-01-1990 (iima
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bartempat
tinggal di Jalan S. Supriadi VI/2285, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 006, Kelurshan Sukun, Kecamatan
Sukun, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):

3507040501200001. ——— -—

Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut

Penghadap. ————— -——

Menurut keterangan penghadap, penghadap bertindak :

a. Untuk diri diri; —— -
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I b. Berdasarkan surat kuasa di

tertanggal 15-09-2016 (lima belas Se

ribu enam belas)., =====mmmm e
bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini, oleh karenanya sah bertindak

untuk dan atas Nam& ! ——-—----——mmmmm e ———

1. Tuan AHMAD DJALALUDDIN, ————=====mmmew =

Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19-07-1973
(sembilan belas Juli seribu sembilan ratus
tujuh pulub tiga), Warga Negara Indcnesia,
Dosen, bertempat tinggal di Jalan Arumba,
Perum M. Regency, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 004, Xelurahan Tunggulwulung, Xecamatan
Towokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(N1K): 3507221907730001. ==mmmmmemeo— e

2. Tuan ALFIN SHOCHEH, ————— === === e
Lahir di Malang, pada tanggal 07-03-1980
(tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan
puluh), Warga Negara Indonesia, Guru,
bertempat tinggal di Jalan Bunga Lely 59,
Rukun Tetanggs 006, Rukun Warga 009, Kelurahan
Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan (NIK): 3507220703800002, --

Lahir di Nganjuk, pada tanggal 23-03-1978 (dua
puluh tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh
puluh  delapan), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Candi

3
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010, Kelurahan Mojolangu,| Kécamstan::

Mendut V/3, Rukun Teta

Kota Malang, pemegana Kartg
dengan  Nomor Induk  Kependudukan (RIK):

35730523037B0013, ==————mmmm e e

Lahir di Malang, pada tanggal 18-07-1983
(delapan belas Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Mawar 1/24-RA, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
014, ¥elurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, pemegang Kastu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3573051807830018, ——-——mmm e
5. Tuan IQBAL SALADIN HARAHAP, -—-—=rosccmmmmmaa
Lahir di Jakarta, pada tanggal 05-04-1980
(lima April seribu sembilan ratus delapan
puluh), Warga Wegara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Puntodewoc IX/14 B,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan
Polehan, HKecamatan Blimbing, Kota Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kapenduduidn (NIK): 3573010504800003. -

6. Tuan ITUS ARIYADI SAFINTO HEVINANKI, ---------
Lahir di Malang, pada tanggal 30-08-1979 (tiga
puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh
puluh  sembilan), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Kartika

Asri Blok K/2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga

4
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004, Kelurahan Tunjungs
Lowokwaru, Kota Malang, penmeg

Penduduk dengan Nomor Induk
(NIK) : 3573053008790010, ===mre=—reeccccemmnn=
Nyonya MARTINA SYLVIARINI SURYA W. DR., —-----
Lahir di Malang, pada tanggal 15-03-1%7% (lima
belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Dokter,
bertempat tinggal di Jalen Candi Mendut V/9,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan
Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan (NiK): 3573055503790007. -

Tuan AMANG DW1 ANTO, ---—~-———=—-=m—rrmeceeeee——
lahir di Sidoarjo, pada tanggal 24-06-1885
{dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus
delapan puluh lima], Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau
Semayang V E2 G-13, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 007, Kelurahan Lesanpurc, Kecamatan
Kedungkandang, Xota Malang, pemegang Xartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) : 3573032406850002. -—===—rmmmmeceeeece—ae

Lahir di Malang, pada tanggal 07-03-1883
{tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga), wargs Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel
Sugiono 147, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

004, Kelurahan Mergosono, Kecamatan
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Kedungkandang, Kota Mala
Tanda Penduduk dengan Nomo
(NIK) : 3573030703830007, ----
Tuan WILLY MERDIANSYAH, ~ === som—m oo
Lahir di Sukabumi, pada tanggal 17-05-1990
(tujuh belas Mei seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Waxga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KXH.
Wahid Hasyim II/540, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen,
Kota Malang, pemegang Kartu Tands Penduduk
dengan  Nomor Induk  Kependudukan (NIK):
3573021705500002, ——-—=m== e e
Tuan BURHANUDDIN FARID ANHARY, ==---———wmwau
Lahir di Malang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga
puluh  satu Desembar seribu sembilan ratus
delapan puluh empat), Wargs Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggsl di Jalan Danau
Rawa Pening H7 C-19, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 015, Kelurahan Madyopure, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK): 3573023112840003. ==---mmmeuas e ——

Tuan RIDWAN ABADI, ——— ——

Lahir di Belalau, pada tanggal 08-08-1985
fdelapan Agustus seribu sembilan ratus delapan
puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Griys Shanta
Blok I-125, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga

012, Kelurshan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru,

€
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Kota Malang, pemegang Kartu
dengan  Nomor Induk  Kependufulen:,

3573020808850004, —=====m=mmmmmm—ns

Lahir di Medewi-Bali, pada tanggal 26-03-197%
{dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Mayien
Sungkono No.Z20, Rukun Tetanuga 004, Rukun
Warga 002, Kelurahan Buring, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) : 3573032603790006, —~=—=m==mmemomm—mceme

Lahir di Malang, pada tanggal 04-03-1930
[empat Maret seribu sembilan ratus sembilan
puluh), Wargs Negara Indonesia, Pelajar/
Mahasziswa, bertempat tinggal di Jalan
Sawojajar XV S/12, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 003, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK): 3573020403%900001, =======mmmcommmem

Lahir di Malang, pada tanggal 23-09-1990 |(dua
puluh tiga September seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
Gajayana No.572-C, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 001, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan

-
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Lowokwaru, Kota Malang,

Penduduk dengan Nomor

(NIK): 3573052309900002.
[ 16. Tuan AGRIPTA ANANDA PUTRA, ----——-—-=--=—=—==—
Lahir di Malang, pada tanggal 03-05-19%91 (tiga
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
Letjen Sutoyo III/20-D, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 003, Kalurahan Lowokwaru,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK): 3573050305910001, =wweee——

Para penghadap masing-masing bertindak sabagaimana

tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -—=——=——--

Bahwa padas hari Kamis, tanggal 15-09-2016 (lima
belas September dua ribu enam belas), Pukul 09%.00
WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat) sampal
dengan Pukul 16,00 WIB ({enam belas Waktu Indonesia
Bagian Barat), bertempat di Jalan Bunga Lely No.5%9
Malang, telah diadakan Rapat pendirian koperasi
QUANTOUM SINERGI UMAT, berkedudukan dan berkantor di
Jalan Papa Kuning No. 01, RT. 01, RW. %V, Kelurahan
Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. ======-
sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam
Berita Acara  Rapat, dibuat dibawah tangan,
tertanggal 15-09-2016 (lima belas September dua ribu

enam belas) asli salinannya, dilekatkan pada minuta
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tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian
Koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikur:-

=~ Menyetujui susunan pengurus koperagsi. =s——————eemaua

- Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai

' berikut: 0 o e e e S i

{1} FKoperasi ini bernama QUANTUM SINERGI UMAT dan untuk
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut
Koperast. —rmm e e e el

l (2) Koperasi ini untuk pertama kali didirikan,

berkedudukan dan berkantor di : ——====smmeeccmmam
- Jalan ==esccce——emnn. tPapa Kunig No, 01 =w--ee-e
=~ RT/RW —===mmmeem e $001/0KV =mmmm e
= Kelurahan -=====--eu- tTulusre)o —-——--——m=emm———
= Kecamatan -~====c-—-- :Lowokwary =-—-—-ee———e- e
- Kota =-———-——--mmm——- iMalang ===ecccmcce e ———
- Propingl --——---v== = iJawa Timur ===sc---——ee——-
= Telp./Fax =--———==== e rmee—- et e

{3) Daerah kerja koperasi meliputi seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan
serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu

dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di
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negara lainm sesuai kebutuhan

Koperasi berlandaskan Al Qur'an dan Hadist serta

Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ------

Koperasi berdasar atas asas musyawarsh dan gJotong

royong kekeluargaan., ---—---c-csmsmcennceee= e e = s g

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip
KOPREREL PRECUE  condabih oo ams s s i s o it e

a, Keanggotaan bersifat sukarels dan terbuka; -----

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; —------

c, Pembagian sisa hasil wusaha (SHU) dilakukan
secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota; ———-—-—c-cscsmsccrcnnnnnn~

I d. Pemberian balas Jasa yang terbatas terhadap

I MLy s e e R S e S it et e

l 87 KEaRndiElang = ———dineinism m i o st ok o ot v b e s 0
(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan
pula prinsip koperasi sebagai berikut: --————-———-
a. pendidikan perkoperasian; ---——--—-—————————m——ca
b. kerjasama antar Kkoperasi, =-—--s-ccccccccccncac=
(3} Kcperasli sebagal badan usaha dalam melaksanakan
kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya

atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1)

10
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dan ayat (2) diatas dan kai

ekonomi, =m=mmme———————————
--------------------- Bagian Ketiga ----\&
------------------ VISI, MISI DAN TUJUAN
------------------------- T R e
Visi koperasi : ——————-—mrmmmerm e

Menjadi media dakwah dan jihad fi sabilillah ekonomi
islam terdepan di indonesia dalam rangka pemberdayaan
dan peningkatan ekonomi umst serta sebagai sarana
memperkokoh semangat syirkah dan investasi umat sesuai

syariat £slam, = —m e e e

Mizi koperasi: ——-—-rmm e —————————————— e e

(1) Menghimpun dan memberdayakan pengusaha yang
| berkarakter islam. ==== === ———————————— e

l {2) Menjadi wadah investasi syariah dengan pengelolaan
I dana Anggota., —-m-mmm e e ———————

| (3} Menjadi wadah pemersatu seluruh pengusaha muslim di
Malang Raya dengan memperkokch semangat syirkah dan

ukuwah dslamiyah, ——-—————-—rrmmm e ———————

(1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan
Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,
sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis
dan berkeadilan. =-=-————mm—mmm e —————
(2} Dalam mencapal tujuan yang telah ditetapkan,

Koperasi menyusun Rencana Strategis, ==---—-——-----

11
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o WIS
Notaris Mish nir, M.l
g :
v AN\
b 4\

saya, Notaris dan saksi-saksi, ykﬂg &LW
minuta akta ini, ====swea - //:p

Dibuat, ditanda-tangani dan diresmikan di Malang, pa

hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri olet

Lahir di Lamongan pads tanggal 07-05~198% (tuj
Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
Wargs Negara Indonesia, bertempat tinggal di De
Karangwungu Lor, Rukun Tetangga 005, Rukun War
002, FKecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, pemega
Karto Tanda Penduduk dengan Nomor Ind
Kependudukan (NIK} 3524060705890005; yang ma
berlakunya barakhir pada tanggal 07-05-2018 (tud
Meli dua ribu delapan belas): untuk sementara bera
di Malang guna pembuatan akta ini., ==—e==eomecae
2. Tuan SOFI IRFANDIK, == o e e oo
Lahir di Mslang pada tanggal 23 (dus puluh delapa
Februari 1992 (seribu sombilan ratus sembilan puly
dua), Wargs Megara Indonesis, bertempat tinggal «
Jalan Kenanga Indah No.28, Rukun Tetangga 00!
Rukun Warga 006, KXelurshan Jatimulyo, Kecamat:
Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanc
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIt
35730528019200017 yang masa berlakunya berakhi
pada tanggal 25 (dua puluh delapan) Februari 201
(dua ribu tujuh belas). ——————nun ———————————————

- keduanyas Pegawai Kantor Notaris, sebagai paz

saksi, -===- ————— -

-

L1}
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dalam Rapat Anggota yang pertama kall
Akta Pendirian ini mendapat pengeuhkp, Mic

Den Usaha Kecil dan Menengah Republik 1 done.
Balk bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini
diber: kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini
kepada orany lain dikuasaksn untuk memohon pengesahan
atas Anggaran Dasar ini dari instans! yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yaug diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanskan
tindakan lain yang mungkin diperlukan., —===ece————oe——r
Para penghadap telah saya, Botaris kenal, ———-—ceeeeeea

Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut; =ee----

1. Bahwa identitss dan keterangan-keterangan yang

diberikan Xepada smaya, Notaris adalabh benar dan
gesual dengan identitas dan keterangan-keterangan
yang sah/sesungguhnya dari masing-mss=ing penghadap:

2. Bahwa identitas yang diserahkan kopada saya, Notaris
adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah

dipalsukan dan tidak pernah dib‘;nt duplikatnya oleh

Instansi yany Berwenang; -—-—-—=s==seee=

Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan
ini  para penghadap menyatakan dengan tegas
mombebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari

segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga

mengenal hal-hal tersebut; -

|3. Selanjutnya parsa penghadap membubuhkan s=idik jari
I jempol kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan

63
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dalam Rapat Anggota yang pertama kal i ca
Akta Pendirian ini mendapat peng-lahkq._
Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik I:
Balk bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini
diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasazan int
kepads orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan
atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan atau tambshan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yaug diperlukan wuntuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
untuk memilih tempat kedudukan dan untokx melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan, ————eeeemecaaan
Para penghadap telah saya, Notaris kenal, ==s=s=e—cmo——-

Fara Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut: —===--

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang
diberikan kepads saya, MNotaris adalah benar dan
sesual dengan identitas dan keterangan-keterangan
yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;

2. Bshwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris
adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah
dipalsukan dan tidak pernah dlbéat duplikatnya oleh
Instansi yang Berwenang; =---—-———mme=e=ecoooomomeoo
Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan
int para penghadap menyatakan dengan tegas
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saks{ dazi

segala tuntutan dan gugatan barupa apapun juga

mengensi hal-hal tersebut; ==e--—m—meeecmean

| 3. Selanjutnya para penghadap membububkan sidik jarci

l jempol kirinya pada lembsran tersendiri dihadapan

€@
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Peraturan lainnya, yang memuat peral
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
bertentangan dengan Anggararn Dasar ini.
Selanjutnya, paza penghadap bertindak dalam

kedudukannya sebagsimans tersebut diatas menerangkan

bahwa @ =scccmrr e - alatien ——
1. Menyimpang darl ketentuan dalam pasal 46 Anggaran
Dasar ini mengenal tata cara pengangkatan Pengurus,

untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: —==-=-

Eetua -—----= ! Tuan FARID HIJRIAMWAN ALAM I; ----

=~ Wakil ¥etua - : Tuan RENDRA BAYATULLAH MMACRONI

I DIRI; by

Sekretaris -- : Tuan  MUMAMMAD  TAUFIQ  RIZQI

l PRABAYANUAR; ---

- Bandahars --- 1 Tuan BAYU RISDIANTOD; ====weeeee= v
Pengawas: ——————————————————— —— o e e
- Koordinator : Tuan HELMY FIRMANSYAH; ===-=-—-—nm
= Anggota : Tuan AMANG DWI ANTO; ——--—mm=== -
- Anggota : Tuan CATUR MULYONQ; —--== S ———
- Dewan Pengawas Syariah : ——

-~ MNyonya FIGURI SANCOYOWATI, Lahir di PBasuruvan

tanggal 07-04-1985 (tujuh April seribu membilan
ratus delapan puluh  lima), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan RW Monginsidi I/B7, RT 006, BRW 002,
Kebonagung, Purworejo, Kota Pssurvan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 375024704850001, -~w===

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telsh diterima

oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan
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| Ferwakilan anggota menyampalkan

tertulis pertama dan kedua kepada peng

Ic. Dalam hal surat cteguran tertulis ridak
diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah
Tanggs dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan
anggota memints pengurus untuk menyelenggarakan
Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi
kepada pengawas yang bersangkutan; s-e-seee—a-—-
d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana
dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela

diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar

WSS oo ET T T RS ——

l {5} Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam

| Anggaran Rumah Tangga. i

Bagian Pertama --——--ree=mremme——

o Pasal 86

(1) Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran

Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu} tahun

satelah koperasi berdiri.
(2) Koperasi wajib melengkapl peraturan-peraturan

internal sebagal bagian dari sistem pengendalian

intezn.

==~ Bagian Kedua
==s««- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus -

Pasal 87
Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau
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keanggotaan sementara,

Rapat Anggota;

Turut 4 diberi kesempatan untukX wmembela dirl
sebelum diputuskan delam Rapat Anggota. ———-—-—--—

|¢3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurugt —====== -

fengawaE mengundang pengurus untuk melakukan
klarifikasni;

Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis

pertasza; -
Pengawas menyampaiksen surat teguran tertulls

kedua;

Pengawas semanggil pengurus yang bersangkutan

uniuk dibuat berita acara; --

Dalam hal surat teguran tertuli= tidak
diindahkan oleh pengurus dan terbuktd Fengurus
melanggar ketontuan Anggaran Dasar atau Anggaran
Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnys maka
Fengawas menerbitkan surat keputusan
pemberhentian sementara pengurus untuk
diputuskan dalam Rapat Anggotaj ===ee—se—-o—-—ee
Pengurus yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan
untuk membels dirl sebelum diputuskan dalam
Rapat Anggota.

l (4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas: —-—-======

Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan
kepads  Pangawas  yang melanggar  ketentuan
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
dan/atau Peraturan lainnya;

€0
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----- Tresss-----==-- Bagian Keempat -~
e =~ Hapusnya Status Badan
e Pasal B4 —---oooooo

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal

pengumuman  pembubaran FKoperasi dalam Berita Negara

Ropublik Ind 1a; e e s ——
—— L 2 B —

- w==-= SANKSI -

—————- - Fasal 85 ~-—---n —————revmec

{1} Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar
ketentuan Anggaran Daszar atau Anggaran Rumah Tangga
dan peraturan lainnya yang berlaku di Xoperasi
dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa; =-e--—o
a. peringatan lisan; -==eee---s st e e —
b. peringatan tertulis; ———ewe=em-—memaae o ———
c. dipecat dari k=anggotaan atau Jabatannya; -----—

d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; -~——wes

&. diajukan ke Pengadilan. ——
' [2) Tata cara pengenaan sanksi bagl anggota: =e—-—mwmew

3. Pengurus menyampaikan teguran lisan; —---=eeae-e

b. Pengurus menysmpaikan surat teguran tertulis
l . m————————— -

| €. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis

| kedua; -- = e et

' d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan
' untuk dibuat berita scara; -—-==---—nm ———r e ———
lo. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan
Anggota  yang Dbersangkutan terbukti tidak
melaksanakan kewajiban, maka Pengurus

menerbitkan surat keputusan poncabutan status
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F o\

menanggung  keruglan itu masine

Simpanan Pokok dan Simpanan Waiib !ﬁq .
33 o

| (2) Bila menurut kenyataan ads anggota
berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahur
yang sebelum pembubaran koperasi, tidak manpt
memenuhi Xewajibannya sebagaimana ditentukan dalan
pasal ini, maks kekurangan itu dibebankan kepada
anggota lcin, sehingga jumlah kerugian yang menurut
perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan
mereka yang berhenti sebagai anggota dapat

dipenuhi, ==sm——-remeao ——- --

I(J) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau

kejadian yang menyshabkan kerugian, diselosalkan

menurut hukum yang berlaku. - -
o ====- Pasal 82
{1} Keruglan yang diderita oleh koperas: pada akhir

tshun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas

persetujuan Rapat Anggota. - -

I(?) Jike keruglan yang diderita oleh keperasi pads
akhir s=uatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan sebagaimana d.hu):sud ayat 1, maka
rapat anggota dapat memutuskan wuntuk membebankan
bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, —=—-
Pasal 83

Anggota yang telah berhent! dari koperasi tidak
menanggung  Kerugian dari usaha yang tidak turut

diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperagi. -

58
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yang dimiliki;

— Pasal 79

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai: -

(1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi
I tentang Kekayaan, kewsiiban dan ekuitas Koperasi; -

(2) Memanggil Pengawas, Fengurus, Karyawan, Anggota,

dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama; —==-

(3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap
l pihak ketiga; ~—-———ceemmre= T e e ket it
(4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Angagota;-

{5} Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan

I dalam penyelesaian kekayaan; —
(6) Menbuat berita acara penyelesalan dan laporan
I kopada Menteri; dan/atau ===s=eseeecooe——eeo. c——————
{7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita

l Negara Republik Indonesia; ====wescccocmmmm o

- ===~ Pasal 80 --ccccmm—ce—ee. —————
Tim Penyelesal sebagsimana dimaksud dalam Pasal 77 pada
syat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak
melakssnakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 78, e

----- memsssses------ Bagian Ketiga -——-—-ceeeacamaaao

TrTTssssss-sos---- Tanggungan Anggota ccc--——-eemeeeaa
-== Pasal 81

(1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat

penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan

koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala
perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka
yang telah berhent! aspbagai anggota dalam waktu 1

5
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Untuk penyelesaian terhadap penbubaran Xoperasi haru
dibentuk Tim Penyelesal: ——~—=-——r-=reremme——————————
1) Tim Penyelesal untuk penyelesaian terhada
pembubsran koperasi berdasarksn Xeputusan Rapa
Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota; ======eecca—a.
{2) Tim Panyelesal untuk penyelesaian terhada
pembubaran koperasi berdasarkan berakhir Jangk

waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapa

Anggota; e -
(2) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhada)

pembubaran Perdasarkan keputusan FPemerintal

ditunjuk oleh Menteri; -———~----———emeenrenna

(4) Tim penyelnsai untuk penyesuaian terhada)
pombubaran berdasarkan kepuotusan Pengadilan Niaq
ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlakuj --—
{5) Selama dalam proses Penyelesaian terhada;
pembubaran, koperasi tersebut tetap ada denga:
status “Koperasi dalam Ponyelesaian®; ===ssceccecao—_
(6) Selama dalam proses l;cnyclouinn terhadag
pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukar

perbuatan hukum, kecuall untuk memperlancar prose:

Penyelesalan;

~==-- Pasal 78 -

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapl Koperasi
tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar,
Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dar

Simpanan Wajib di Keperasi, dan/atau Modal Penyertaan

56
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berakhir; - = e

I (2) Menter:i dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya
koperasi atas permohonan Pengurus setelah
diputuskan pada Rapat Anggota; === ===sscceccacen
|(3| Parmohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya
Yoperesi gebagaimana dimakoudkan pads ayat (2!
diajukan dalam jangka waktu paling lambatr 90
{sembilan puluh) hari sebelum Jjangka waktu
berdirinya Koperas! berskhir; ——cceecmmemmceeene.
IH) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

permohonan diterima; == === e
I (S) Apabila dalam jangka waktu aebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan FRapat

Anggota mengensal perpanjangan jangka waktu

berdirinya Koperasi dianggap sah:

*) pasal 71, tidak berlaku apabila jangka waktu

koperasi tidak terbatas. . —————
e mm e manncee DAGRAL TE ~eeremsmeessesmeeeaa———
Monteri dapat membubarkan Koperasi apabila: ==me==eee--

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Fengadilan

l yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau

b, Tidak dapat menjalankan kegistan organisasi dan

| usshanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, —-—--—-—-

5
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..................... BAB XI ~e—dumbedi

----------- PEMBUBARAN, mmu.‘m 5
------------ HAPUSNYA STATUS BADAN NUXUM
------------------- Bagian Kesaty ~-resessemsce e
-------------------- PASALl 73 ~emerm e
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: —--——--
a. Keputusan Rapat Anggota; —-—--—==-—r=rresmmccaaaa

b, Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau ==«

c. Keputusan Monteri; -——===r=re e e e -~

-------------------- Pasal 74 -~~~ e -

(1) Usul pembubaran Kopesrasi disjukan kepada Rapat

Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili
paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Angggota:-

l {2) ¥Xeputusan pembubaran Koperasi ditetapkan cleh Rapat
| ANGGOta) —

I (3] Xeputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) sah apabila diambil berdasarkan

ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 73 huruf

I (4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota

pembubaran Koperas! apabila HRapat Anggota tidak

menunjuk pihak yang lain; =secemccmm e
I (5) HKoperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan
I dalam keputusan Rapat Anggoba; ————===m=meeeeenee—

| (€) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota
diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat
Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor; ===ee---

l (7] Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum

I Koperasl, ==seccccmm e mnan -

54




94

Botaris Mishachul Mendg, S MM, ¥n.
11D

S

I a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan

I diri dengan koperasl lain; Atay ——--—c-e—-eeeeeeo

l b. Beberapa Xoperasi dapat meleburkan dir! untuk

I membentuk suatu koperasi baruy) s-=--cccme—memee-

l {2} Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan
| persetujuan Rapat Anggota msing-masing Koperasi; ==

I (3) Sebelum dilskukan penggabungan atau peleburan,
Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperssi wajid
memperhatikan: -—————c——c——m—rmcrcesrec e e
a. Kepentingan ANQQota: ==eescecmcm e
b. Xepentingan Karyawan; —=—==-=-c-rececccemesaocsaa
c., Kepentingan Kreditor; dan =eececmccmmmmm e
d. Pihak Xetiga lainnya) -——-—————-——r——emreeceemon~
l (4) Akibat hukum yang ditimbulksn eleh penggabungan

atau peleburan meliputi: ~—-cecmm——memee— e

a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau
dilsbur beralih kepada Koperasi hasil
penggabungan atau polobuxan;'dan ---------------
l b. Anggota FKoperas! yang digabung atsu dilebur
menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau

peleburan; meessm e ——

' (5] Koperasl yang menggabungkan dir{ pada Koperasi lain
| atau yang melebur dirxi, secara hukum bubar; -—-——--

I (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tanggs dan/atau Peraturan lainnya; =

53
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1

)

}

)

)

}

\ -y
S T
Tahun Buku Xoperasi dimulal tanggal {satu)

Januari dan berskhir sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember
tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup. -
Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan,
pembukuan dan peayajian laporan keuangan sssual
Standar Akuntans! Keuvangan dan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia, —-—s=-sscascccm== -
Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor

Akuntan Publik untuk melakukan jasa auvdit terhadagp

Kopezasi, ——=———r—wccescsnunannnsnan e - e
Apabila diperlukan, Laporan keuvangan Tahunan dapat

diaudit oleh Akuntan Publik atas permintasn ERapat

ANggota. ===wrewwemm——————————— e
Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungiawabar
tahunan oleh Rapat Anggota dinyataksn tidak sah., --
Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjas
melebihi nilai 1 (satu) miiyat rupiah wajib di
audit oleh kantor akuntan publik, =======me= —re—
Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi,
bantuk, susunan Laporan keuangan pertanggungjawabar
Pengurus dan pelaksanasn audit diatur lebih lanjut

dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturar

lainnya. ——

37
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I(Zl Penggunaan Dana Cadangan seblqaxmand‘dimaﬁ’hd Fpda
d y : )

I (3)

l ()

| {3

I (4

ayat (1) ditetapkan berdasarkan hpet‘\l_&q
2

\

Dalam hal Dana Cadangan yang ada ti & Ptk

menutup Kerugian Usaha, Defisit  hasil usaha

dibebankan pada periode tahun buku berikutnya; —--—-

Pengelolasrn organisazi dan usaha koporasi secara
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus; ----
Untuk memenuhi permintsan anggota akan penyediaan
proeduk-produk Jlayanan usaha simpan pinjam waijib
disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam
bagi anggota dan masyarakit, ————=——mrreeseseccceen
Palam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat
mengangkat Manajer dan Karyawan; --—-—==-mreccccccen
Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manajer dan
karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengurus Dberkewajliban
melaksanakan fungs! pengawasan dan pengendalian: --
Kerugian usaha koperasi sebagal akibat kelalaisn
pengurus atau manajer mctup-ian tanggung Jjawab
pengurus atau manajer yang bersangkutan; s-e-ee-—e—-
Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang
dilimpahkan kepada manajer dan/atasu pengelola; --—-
Persyaratan, Tugas, ¥ewajiban, Hak, Wewenang,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau
Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah

Tangga dan/atau Peraturan lainnya, ———======w==w -——
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P Sl

' O

unit usaha simpan pinjam yang Be#unqg#q ab

kepada pengurus, ==—=--=- —————— 4
{7t Pengaturan lebih lanjut kegiata
pinjam sebagaimana dimaksud eyat (1) diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus., --—----

—— ~ Cara Pembagian =-=-===mmmeenm -
---------------------- Pasal €8 i

(1) Mengacu pada Xeputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil
Uszahs disisihkan terlebih dahulu untuk Dana
Cadangan dan sisanya digunakan untuk: ---=-—v=—---v
&. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang

dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan

I Ropesssl; ——-—weccrcccccmccnneccncsccccsncccnncas
Ib. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan
I simpanan wajibnya; —-=—ssccccmccsncsccscnccnnca -

c, Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota: —-
d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan; =----sccccccees

¢, Penggunaan lain yasng ditetapkan dalam Rapat

| Anggota. —_—
l (2) Besarnya persentasenya Pembagian Siss Hesil Usaha

sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

™ Bagian Kedua r--=ressrecmemmmens
---------------- Defisit Hasil Usaha —-—-—-----—-----

------ e m—-————— Pagal 69

(1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat

| menggunakan Dana Cadangan; =-======sceveecmeememee

50
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serta kebutuhan anggota dan masyarakat peﬁgq . Ggaha.
---------------------- Pasal 66 -~-~-4r;-----7:11- —

Hal-hal yang berkaitan dsngan keglatin gﬁ? MAiatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ;ARTI. -------
------------------- Bagian Ketiga -~-r--r-esseceom e
------------------- Usaha Tambahan -------==-s=sseeooes
--------------------- T R

(1) Selain melaksanakan kegiatan usaha ssbagaimans
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1} dan Pasal &4,
koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa; ------
8. Pordagangan; =~ ===mseee e
b, Pendidikan dan Pengajian; ====rrresmemccmm o
C. POrumahan; ====smese e e ———
d. Pertanian/Perkebunan; —-—--——-===ewmeeanccaoauox
e. Pemblayaan =—=rmrmemmm e e e
’ (2) Koparasl menyediakan sebagian modalnyas untuk modal
unit usaha simpan pinjam, sebesar Rp. 15.000.000,~
(1ima belas juta rupiah). ==-cccmmm e
I (3} Modal unit simpan pinjam sebagaimana dimakasud dalam

ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap

I (4) Unit usaha asimpan pinjam dikelola secara terplsah
I dari unit usaha sektor riil lainnys, «--ccoemeeeee-

I (5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit
usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari 3umlah

YANG BEMULE, === e —

I (6] Pengelolaan unit wusaha simpan pinjam dilakukan
I dengan mengangkat seorang karyawan sebagal mansger

o




Stationery, Kebutuhan I
Industri, dll), —======~-

Jasa [(Sewa Eer

Website,

Hajl,

| =
sebutkan pada poin A dlata
[ (3] Dalam melaksanakan kegiatan
memiliki surat zin usaha dar
Jarl insta i yang bt
peraturan perundang undangan y:

99

Baku

el,

atmy A

Koeperasi

ha, wal

surat Ajlan rainny
keteant AN darn
3 berlaku} ==-- -

I Negara Republik Indonesia maupun
e mm—————— e eeeee Bagian Kedua
ek s i Tyt Usaha Pendukung
- e ———m——eesese== Pagal 64 -

Untuk meoningkatkan efektivitas

utama terssbut, koperasi melaksana

uzaha pendukung berupa simpan
pengelclaannya berdasarkan

{(Syariah).

Pasal €5

palam melaksanakan kegiatan usaha

£3 (1 dan Pa

Pasal

Ayat

thatikan skala ekonom! dan

prinsip

diluar

kan keg

Pinjam

sebagaimana dimaksud

koperasi waljib

kelayakan usahanya
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Makanan ringan/Snack,

|2. Fashion {Sepatu sandal, Baju ¥Fria/

Wanita, Xrudung, Gamis, Celana, Jaket,

aksesoris, dll), ==mecccemmmmmeee
' 3. Sembako (Beras, jagung, Gula, Minyak, Susu,
Telor, Minyak tanah/gas LPG, daging sapi,
ayam, Tkan, Sayuran, dll), =-—=wseec—cemmeo—_
' 4. Property (Rumah, Tanah, Apartment, Indekos,

Jasa Pembangunan, Jasa kontraktor, jasza

renovasl, dll)., ===ecccmm e
5. [Kendaraan (Mobil, Motor, sepeda, dil), ====
€. FKeperluan Pribadi (Hake Up, Obat,
Perawatan, Nutrisi, Suplemen, Perhiasan,
Buku, Keperluan Olahraga, Perlengkapan
Safety, dll). —memmm e
l?. Porlengkapan Bayi & Anak {Pakaian Bayi,
Perlengkapan Bayi dan Tbu, Mainan Anak, Buku
anak, dIl), =memc e
, B. Elektronik & Gadget (.Handphone, Takblet,
Aksesoris HP, Xomputer, Laptop, Elektronik
Rumah Tangga, Fotografi, 7TV, Audie, Vidio,
ll), e e e e —
l 9. Rumah Tangga (Makanan & Minuman, Furniture,

Dekorasi Rumah, Konstruksi dan Taman, Jam,

Lampu, Perlengkapan Fumah, dil), =----e=m-em

IIO. Kantor & Industri (Peralatan Kantor dan

l Industri, Perlengkapan Usaha, Mesin,

4
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(2)

(2)

e ————————

Notaris Misbachul MUY, BB, M.,

[—

Koperasi dijalankan sesuail Jnt:‘ﬁlyx, taat"erhadap

perundang-undangan dan kelentuan\yanq Bexlaku/ —f--

Pamerintah dapat memberikan :ant:i;yuiygqa
sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya
pada penegak hukum, ==wes-memem oo s
----------------- Paragraf 3 e
“==-==- Pengendalian atau Pengawasan Pajak --------
-------------------- Pasal 62 ——-voommm e

Fengendals

Etau Pengawaman Pziak dimaksudkan

untuk menelity kepatuhan terbadap perpajakan yang

berlaku, e 4 e g - et
Kopera=i wajib memungut pajak final atas Jasa
Eimpanan anggota sesual dengan ketentuan yang
berlaku, ——=ecmmeee e ————
e L —— m vt ...... e e —
TTETTT s s ssese KEGIATAN USAHA ----- e
---------------- Bagian Xesatu -~
_____________ - ———— - m v e s e S e
------------------- Pasal 63 —--=cmmmme

Kegiatan usaha utama koperasi bergerak di bidang
Pamasaran produk berupa barang dan Jasa. Adapun
preduk  barang dan Jasa yan& dipasarkan adalah
Produk yang dimiliki oleh anggota koperas! Quantum
Sinergl Mmat, wec——eeeee
Keglatan wusaha pemssaran yang dilakukan cgleh

koperast meliputi pemasaran §€cara Online dan

A. Online. Produk/Jasa Yyang dipasarkan secara
I Online antara lain: =——=—mecmemeoooo .

s
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(2) Pengawasan Pengawas terhadap

melalul tahapan sebagai berikut:

4. Menghimpun dan mempslajari
dan semua kebijakan, aturan, ketentusn sebagai
dasar pelaksanaan tugas sebagal pengawas, =—===-
'b. Msmbandingkan apakah perundang-undangan yang
berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan

telah dilaksanakan oleh Fengurus dengan tepat

dan benaz, ===e= - e emaas ey e — ——————— anones
l ¢. Melakukan evaluasi kesesualan #semua kebijakan,

I aturan, ketentuan yang ada, ——--—-----—mreeeee. -
l d. Memberikan rokomendasi kemungkinan adanya

perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan,

aturan, ketentuan, sied
--------------------- Bagian Kedum ~=-recmmmem e
------ === Pengendalian atau Pengawasan Ekstern ---e----
et cneeeees Paragraf 1 —-eeewmwee- el bl
== Pengendalian atau Peng oleh Akuntan Publik -~
------------- msws-- Pasal 60 ————

(1) Pengawasan cleh akuntan publik melalui kegiatan
pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas,

pengurus ataupun anggota ; yang mendapatkan

pengesahan rapat anggota; ====== =
(2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit

| finansial dan/atau audit manajemen, -——-=——me———me——

---------- == Pengawasan oleh Pemerintah --——----—-veex

- Pasal 61 --—- -

(1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih

lboutfat pembinaan untuk mengendalikan agar

45
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¥atarin Misbechyd gl

/

I 5) Kesesvaian kebutubhan kazyawen dﬂl unaian

l tugas, ~—reesssmcanmmreneee-cedciaeiaaas W A S

[

-8B, , ¥.¥n.

| c. Aspek Usaha, meliputi; —--—————e=cage S e
| 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan

| :anggota; — s

2) Perlakuan khusus terhadap anggota; =======-=-

3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi: --

4) Kesshatan terhadap usaha yang dijalankan; ---

r d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi: --—===s-s==-

1) Tepat prosedur) ——--——-—s-sssmccsssmsmmm————
2} Tepat jumlah atau nilai; —=——————r-—ce—cecs=-
31 Tepat: waktuy; trrrrtesarecenens s aon man e
4] Tepat PeRCItRLENNYR) === oo v ot - ——
51 Tepat otoritasnya., =——--——-—---sssccsns ot e
cnesnecsnsesscsnnncas DARRGESE B —rmrTmeees—see——qens
www=s- Pangawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan -----
e eeenssssnnnessss PASAL 88 v oesscecsissecannne

(1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik
beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan
terhadap kebijaksn yang telah ditetapkan manajemen.

I (2) Manajer atau karyawan bertanggung Jawab kepada
l o R e e A b o Ao A
[ [3) FKetentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap

karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah

WATUPOIR ;- oot st e St e S S b S o o S-S S S0 O 02
-------------------- T g N
----- Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus --—----
--------------------- 2aspl 3P wrrermnmmem e b

(1} Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

l kebijakan dan pengelolaan Koperasi, ---—=--scscncoam-

“



104

S\ W

o~ ~\
Notaris MishochAOMufir, S.H)\ ¥.En.
f P

{1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk

melindungi bharta kekayaan Lkoperasi, pencegahan
terjadinya penyimpangan, memelihara kscermatan dan
ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi,
serta mendorong dipatuvhinya peraturan dan kebijakan

manajemen yang telah ditetapkan., -——cecccccnccccacs

I (2) Untuk memenuhi tujusn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas, dan

pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:-

a. Aspek Organisasi, meliputi: =ee-ccccccmeamme—n-—
1) EKetaatan terhadap ketentuan perundangan; ----

2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran

I Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya; -——---—==

I 3) Eetaatan terhadap pekyelenggaxean dan
| keputusan Rapat Anggota, ———-———-—--—s—--—===

| b, Aspek Ketatalaksansan, meliputi: ===s=meemeee———
1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja; -~---——-=--
2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi; --

3) Pengendalian administrasi melslul program

' kexja dan anggaran; ---- gt >

| 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan; —-=-===--

43
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) -
~ Wix A
Motaris Misbachy} ' v TY M, En,

ot \
I 171§ TX‘ i
(2) Pengangkatan pengganti anggota Féngawas sebaga

tersebut pada ayat (1) dhtau.\ d\lgpox’_/k'a:ﬁ:a’(eh

Pengawas pada Rapat Anggota aetel;h~iﬁo;q§30tian
yang bersangkutan untux mendapat persetujuan dalam

z‘p‘t .ngqota. - i —

(1) Pengawas dapat diberhantikan oleh Rapat Anggota
sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: ---

2, Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan

I kevangan dan nama baik Koperssi; ===e=-——-eeeeae
I b. Tidak montaatl katentuan Undang-undang
Perkoperasisn beserta pongaturan, ketentuan

pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dengan keputussan Rapat Anggota; —==wecee-
l c. Sikap maupun tindakannya menimbul kan
pertentangan didalam Koperasl yang akibatnya
merugikan Koperasi khususnya dan gorakan
Koperasl umimnya: s=e—ee————mmma e
l d, Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana

yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari

Pengadilan, === ——— ——re ——ecce-
I (2) Dalam hal salah seorang Penqaw.as diberhentikan atau
berhslangan tetap dengan portimbangan waktu dan
tidak memungkinan menunggu sampal pelaksanaan Rapat
Anggota Tahunan, maka untuk mengisl kekcsongan
Jabatan Pengawas tersebut, koperasi
menyelenggarakan tapat anggota luar biasa untuk

menetapkan penggant!l Pengawas tersebut, =--—-—emee-

- ~——— === Pasal 56 e
Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut

a°
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(3)

(4}

Jumlak Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang
dan/atasu sesual dengan keputusan Rapat Anggota, —-
Jumlah Pengawas 3 (tigas) orang, yang terdiri dari:

8. Seorang Koordinator; ==se--e-—---ee s anidi N daro

b. 2 |(dua| orang Anggota: . ————————
Pengawas dipilih untuk mass jabatan 2 {dus) tahun.

Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah
berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan
berikutnya, ——==ssemem e - ———— e ———————
Peagawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawag; -=====
Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya,
Pengawas wa)ib mengucapkan sumpah atau  Janji
dihadapan Rapat ANGQotA. ———==—=mmemoo e
Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pesberhentian
serta sumpal atau janii Pengawas ditetapkan dslam

Anggaran Rumah Tangga, —=—===== G

------------------- Pasal 54 --- -—

Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti
atau Dberhalangan tetap lnbclum masa jabatan
berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil

Fengurus dapat mengangkat pengganti dengan

ketentuan: ~- —— i e e
a, Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh
| amggota pengawas yang lain; —==meemcemoecaeeas

b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota
I untuk menduduki jabatan pengswas tersebut; =----

LR
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</ 5 A\
(2) Membuat laporan tertulis tontanq’ sii_( aksansan

\4 et T AR

Ll CLYea
tugas pengawasan kepada Rapat Anqaet j dan s

I (3} Melakukan pengawasan terhadap . _-iqﬂ S san
I kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; -----—-=---

l (4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanasan pengawasan
l kepada Rapat Anggota, =--scecscccmmcnmsnessme=-e-—-—"-—
----------------------- S ARy e s SS
Hik PeNgewedt =-scccccccmccccoccccdisocccsscnsnnsnnnsnan
(1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ads pads

| Koperasi) —~—————rrrerecrrececrrr e s e e - ——-———

(2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; =---

{3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan

I kepada Pengurus; =ce—ssec o e e

I (4) Menarima imbalan Jasa sesual kepucusan Rapat
| Anggota, seccncccnmncn e c et e ——
----------------------- Pasal 52 ~———~r-rm——mm——— e~
Wewenang Pengawal! ~-—-cccccccccccccccccccsccscccccenaa
(1} Meminta dan mendapatkan segala leterangan yang

diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang

tazkadt; ———wrctmtemrnerrres S e e ——
Mendspatkan laporan berkala tentang perkembangan
usaha dan kinerja koperasi darl Pengurus; ----=----
Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan =--s—--e-- - ian
Memints bantuan kepada akuntan publik atau tenaga
ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan
audit non keuangan terhadap koperasl, yang

penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota, —====—-

40
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semenda sampai dersjat kedua dengan pengurus,

pengawas dan pengelela; ———-e=eecommmaao .
I £. Tidak pernah menjadi pengawas atay pengurus
suatu koperasi atau komisaris atay direksi suaty
perusahsan yang dinyatakan bersalah karena
manyebabkan koperasi atau perusahaan itu

dinyatakan pailit; dan =—————mmueeoon —————

I 9. Tidak pernah dihukum karenma melakukan tindak
pidana yana merugikan koperasi, keuangan negara,
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan,

l t3) Farsyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas
diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga

dan/atau Poraturan lainnys. -—=see-——eeeooo oo

Tugas Pengawas: —--—ewe —— Pe— =

(1) Memberi nasihat dan pengavasan kepada Pengurus; ---

(2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

dan  pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh

Pengurus: dan --- - - ——
{3} Melaporkan hasil Pegawasan kepada rapat anggota, --
------------------- mec- Pasal 50 -emeeommmmmee L.

-Kewajiban Pengawas: - e——e - -

(1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak

I ketiga; = e ——————m—————

3%
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Notaris Ihlblch)h?lx“\
o u) !
I (3] Susunan Pengurus Koperasi dutu!} bﬁ W am

Anggsran Rumah Tangga auuai\‘

‘-‘.—

organisasi dan usaha Koperasi; ---- ————

l (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam

l Buku Daftar Pengurug; -—————=———————rmeeeeesseea———

| {5} Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun

l 88kall; =emcmmsccc e ————
| (€] Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah
berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan
berikutnya maksimal 1 (satu) periode); =—=-=========
I {7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai
Pengurus, harus terlebih dahule mengucapkan sumpah
atau janji didepan Rapat Anggota; ===eses-em——ee———
I(Bl Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian,
dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya, —-—===

- -~ Pasal 47 ——
|(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota

sobelum masa jabatannya berakhir apabila terbukel :

a8. Melakukan Kkecurangan dan penyelewengan yang

merugikan usaha dan keuangan serta nama baik

L

Koperasi; -

I b, Tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian
beserts peraturan dan ketentuan pelaksanaannya,
Anggaran Dassr, Anggaran Rumah Tangga, dan

Keputusan Rapat Anggota; --—--—-—---— -————————

| C, Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang

merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan

koperasi pada umumnya; aeat

k2
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-

(4) Melakukan upaya-upaya dalam zi

l usaha koperasi; —-—--—=-ee----

------------------------ Pasal 45 ~-~mermcseccccsnce———
PENGUIUS DEIWENANG: == === e e e e e e
(1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan:
Memutuskan penerimasn anggote baru, penclakan

anggota serts pemberhentian anggota sesual

ketentuan dalam Anggaran Dasary —— -
It2) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan

kemanfaatan koperasi seguai dengan tanggung

jawabnya; ====- ———

I {3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk
kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai
tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota; =--e--«
I (4) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada

anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran

pelaksansan tugas; -----——---—-- —

-Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus -

R T B [ ——

{1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan/atau dalam

jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat

Anggota. e ssscscsssmsee———————
(2} Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya: ===s=s===-
a. Seorang atau beberapa orang ketuaj ——===—=—=====
b. Seorang atau beberaps orang sekretaris; ---——--——-

¢. Seorang atau beberaps orang bendahara, ==---= —

3€
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Notaris Misbachul

Anggaran Rumah Tangga dan :p;iﬁ

koperasi. ——rmmveerceeccenecaes S

Fengurus berkewajiban: =-e---- i
(1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh
tanggung Jawab  untuk kepontingan dan usaha
kopetrasi; ~—--mmmmeece———— e s et b, s ittty
| (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk
kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada
rapat anggota; ---——————mm-m——cmceceecccecceaccm————
I (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan berzsalah menjalankan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} —————-——mremeer
I (4) Pengurus yang karena kesalahannya meninmbulkan
kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan
oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit

1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi; ——-—

l {3) Ketentuan mengenai tanggung jawad pengurus atas
kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam

Anggaran Dasar ini tidak mengurangl ketentuan dalam

- Pasal 44 —cemeeee

Pengurus mempunyad hak: === === e -

(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuail Kkeputusan Rapat

l Anggota; =—-===—e—=——- -

'42) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan

| koperasi: ——=w=mmee A it
|(3) Membuks kentor cabang, kantor cabang pembantu dan
kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai
dengan Koputusan Rapat Anggota; -———--——m==s=eemmeem-

33
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——

---------------------- Paragraf 2 ----
“==== Tugas, Kewajiban, Hak, dan We
----- esssssssessece——— Pasal 42 --cwweeo

Tugas Pongurus adalah: ==sesoe oo
{1] Mengelcla Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; =w===
(2) Mengajukan rancangan zencana kerja dan rancangan

I Tencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; -

{3) Menyelenggarakan rapat ANGYoLta; —r-mrescmeda e —

{4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
| pelakszanasan tugas; —=====mmem e ———— e ————

I {5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris

I Secara tertib) «-—mrmme e e

' (€] Memelihara daftar bukuy anggota, pengurus dan
I L L e e p—

(7} Mendorong dan mamajukan usaha Koperasi; =---——-cewe=

(8] Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;-

(9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan
memberikan keterangan dan mamperlihatkan bukti-
bukti-yang diperlukan; ======eeooommmmmm—aee oo

I (10} Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota
I mengenal jalannya organisasi dan usaha Koperasi; --

I (11) Memelihara kerukunan diantara aiqqota dan mencegah
l s2gala hal yang menyebabkan perselisihan; --=—e----
l(lZ)Mnuunqqunq korugian Xoperasi sebagal akibat karena
kelalaiannya, dengan ketentuan: ——--—-==eeae-ooemn -

a. Jika kerugian yang timbul sebagal eakibat

kelalaian seorang atau beberapa anggota
Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota

Pengurus yang bersangkutan; ==---——--=mmeeeeemeax

KE}
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Notaris Misbach

I b. Jika kerugian, timbul

kebijaksanaan yang telah dip
Fengurus, maka semua anggota
kecuall =menanggung kerugian yang diderita
Koperasi; —======resrmescrser e e ———————
I(lB)Kanyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan
tanggung Jjawad anggota Pengurus sests ketontuan
mengenai pelayanan terhadap anggota; ——-=———====m===
Illnxmnu jasa audit kepads Akuntan Publik yang

biayanya ditanggung oleh Xoperasi dan Blayanya

dimssukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi; —----——-
|115)Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri

atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan

seXali} ~—m——rm——rm e et s -
IHGl Fengurus atau esalah seorang yang dituniukaya
berdasarkan ketontuan yang berlaku dapat melakukan
tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan
pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan
peraetujuan tertulis dard Kepurtusan Rapat Pongurus
dan pengawss Koperasi dalam hal-hal sabagal

berikut: —=———reemme~ ot ainatn naaien

a. Meminjam atau mminjank'an uang atas nama
Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan

dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus

Koperasi; ====-- —r —-
|b. Membeli, menjual atau dengan cara lain
memperoleh atau melepaskan hak atas barang
bergerask dan tidak bergerak milik Koperasi

dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam
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Motaris Misbachul .

[ b S8

a, Harus dihadiri oleh aokuunq-kuxlnqnyq_?“’:
\ NS O

oy

I per empat| darl jumlah anggota; -.-."-.:‘....'.gg.

| b. Keputusannya harus disetujul oleh 2‘/5«13;3 /;ex

| tiga) dari jumlah anggota yang hadir; =ee-———---

I (3) Ketentuan dan pengaturan lsbih lanjut mengenai
Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam

ayat {1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

dan atau peraturan lainnya, ====se=eeeo— o
Al o e S S Paragraf § -—------vre YT
S i o Keputusan Rapat Anggota —-—--vweeeueo-
--------- messee---—-— Pasal 40 s

{1l Pangambillan keputusan Rapat Anggota berdasarkan

l (2) Dalam hal tidak tercapai mufskat, maka pengambilan
keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara
terbanyak dari jumlah anggota yang hadis, —-—-——— -
I (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota

berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota

hanya mempunyal hak satu suara, =e=——-——ce-e- et
|u) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan
| suaranya kepada anpggota yang lain. ———-=em=eemoo—eoo
I (5) Pemungutan suara dapat dnaknl;m secara terbuka
' dan/atau Tertutup, === s e
l {6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara
| Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris, =

't’l) Ketentuan lebih lanjut tentany Xeputusan Rapat

| Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga., —----=

kb




115

Persy Peng - haasis

{1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat

I Anggota; - T e e e et e e

' (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus sdalah:
6. Mampu melaksanakan perbuatan hukum, -—-==eececcea-
b, Jujur dan berdedikasi terhadap Hoperasi, -——-=w--
C. Memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang
I dilaksanakan oleh koperasi, ——-==vemeccmmee—e————
l d. Tidsk pernah menjadi Fengawas atan Pengurus
suatu koperasi atau komiseris atau direksi suatu
parusahaan  yang dinyatakan bersalah karena
menyebabkan koperasi atau perusahaan ity
dinyatakan pailit; dan ——--==eeecaacom

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan koperasi, keuvangan negara,
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,
dalam waktu 5({lima) tahun sebelum pengangkatan;

I f. Antara Pengurus  tidak  mempunyai hubungan

keluarga sedarah dan semenda sampal derajat

ketiga; =~=e- — s o
I (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota

pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan

dari Rapat Anggota; —=—-=w=== - ——

n
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I a., Harus dihadiri oleh sekurang-

-’ 4
I per empat) dari jumlah nnggotn‘{&: ‘;--
l b. Eeputusannya harus disetujui °h§!fi
I tiga) dari jumlah snggota yang hadir;
I(Jl Ketentuan dan pongaturan lebih lanjut mengenal
Bapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

dan stau peraturan lainnya. ===esceoeemeeee. -

b ~== Faragraf 5 —---reseeeeeeol
e Aot e Keputusan Rapat Anggota —--=-=eeeoe——
e Pasal 40 -

(1} Pengambilan Xkeputusan Rapat Anggota berdasarkan

' musyawarah untuk mencapai mufakat, —-—-——==== —e——
ltZJ Dalam hal tidak tercapsi mufakat, make pengambilan
keputusan oleh Rspat Anggota berdasarkan suara
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. —-————w==
|(31 Daslam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota

berdazarkan suara terbanyak, maka setiap anggota

== hanya mempunyai hak satu BUATA, =————————== ————— =22
I (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan
| suaranya kepada anggota yang lain, =—e==e T ——

|(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secaras terbuka

' dan/atau Tertutup, ===-—e—mecee————— —
Itsl Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara
I Rapat dan dapat dibuat akta otentik cleh Notaris. -

||7) Kotentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat

2
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| 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja «
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Perat ra! o

e Paragraf 4 --—---- LT A

(1) FRapat Anggota Luar Biasa [RALB) dilakukan apabila:
[a. Koadaan mengharuskan adanya keputusan segera

Yang wewenang pengambilannya ada pads Rapat

Anggota Koperagi; —==== 2

lb. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan

' usaha koperasi; e -
Ic. Penyslezaian masalah yang berhubungan dengan

terjadinys kasus hukum yang harus segera

diselespikan: =see o -t
' d. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus

dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat

Anggota sebelumnyai -===== - ——
I ©. Menjual, menjaminkan atau mesgalihkan azet
koperasl dalam jumlah yang melebihi jumlah 25

{dua puluh lima persen) dari total aset; —=====-

' f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari

pihak ketiga yang nilainya melebihi 251 (dus

puluh lima persen) darl aset; dan ==----—-—nm ——
l 9. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam

kepangurusan koperas! sekunder atau Badan Hukus

yang dibentuk oleh koperasi; - -

I (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan
untuk Memutuskan pembubaran, penggabungan,
peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:

30
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Notaris Misbachul ap M.En.
I d. penggunaan dan pembagian Sise
--------------------- Pasal 37 -—-~-~
(1) Rapat Anggots Rencana Keria dan R f ran

Pendapatan dan Belanjas membahas dan mengesahkan
Roncana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dasn
Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun
buku, paling lambat 3 (tiga) bulsn sebelum tutup
tahun  buku atau anggaran yang bersangkutan
dilakssnakan, yang disjukan oleh Pengurus dan
Pongawas., =—===scc . e ot i -
(2} Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan  Belanja sabagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan
oleh’ Koperasi, karena alasan yang objektif dan

rasional mMakal === e e

a. Rapat Anggota Rencana Ker{s dan Rencana Anggacan
Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam
waktu bersamaan dengan Repat Anggota Tahunan
secara terpisah, dengan ketentusn Rapat Anggota
Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua] bulan
setelah tutup tshun bukuy ===sscccccccacoca. oo
l b. Selama Rencana Kerja dan. Rencans Anggaran
Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat
Anggota maka pelaksanaan tugax Pengawas dan
Pengurus borpedoman pada Rencans Korja dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanje tahun

sebelumnya yang telah mendapat pessetujuan, «---

— Pasal 38 e
Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat

Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana

5

[———

—————
—
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Sekretaris sidang sebagai bukti ¥
semua Anggote Koperasi dan plhak ketiga. ~-——-euee-
Untuk memperkuat legalitas Barita acara Rapat
Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Beritas
Acara tersebut dapat dibuat sebagal akta otentik
oleh Notaris, =weeece——s e ———————
Ketentvan lebih lanjut tentang tata cars

penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga. - - s — -~

Rapat Anggota yang diselenggarakan untuik
menyampalikan laporan Pertanggungjavaban Fengawas
dan Pengurus sorta agenda lainnya diselenggarakan
sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai
Rapat Anggota TahuUnan. ~—-——==me e oo e o
Rapat Anggota Tahunan vajib diadakan dalam waktu

Paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun

buky, —-—--= ey — - e
Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan; ---
a. laporan mengenal keadsan dan jalannya Koperasi
gerta hasil yang telah dicapai: =----=mmecccmmme
b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri
darl neraca akhir dan perhitungan hasil usaha
tahun buku yang bersangkutan sercta penjelasan

atas laporan tersebut; =—--- T —

c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas

atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku;

28
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I {(4) Rapat Anggota dapat dipimpin o K
\

yang berasal dari Anggota yang hadllr“

atau ditetapkan oleh Rapat Anggota de

oleh Pengurus Koperasi. - o
{5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan
hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib
dan bahan mater! Rapat Anggota harus sudah
disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan
Rapat Anggota. =ese=seccccccoccccncnncnccacnenannne
{€) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat
Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), maka Anggota dapat memerintankan Pengurus

Ropersasl untuk menyelenggarakan Rapat Anggota, —---

Rapat Anggota sah 3jika dihadiri lebih dari 1/2
[satu per duas) darl jumlah Anggota Koperasi yang
terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

darl jumlah anggots yang hadir.
(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat

kedus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

sebelum repat anggota dilaksanakan, -====r=====swm=—-
(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat |2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka
Rapat Anggota terssbut dapat dilangsungkan dan
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota,
bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per

lima) dari jumlah anggota., ==s=seecmccccccmaccccces

27
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(5) Rapat Anggota dapat dilakukan

medis elektronik yang pengat

dalam Anggaran Rumah Tangga. ==—===SGlAMoCuueea-x

Rapat Anggota Koperasi berwenang: ===-e—-=emee—e—eeae—o

a. Menetapken dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran

: Rumah Tangga, dan Peraturan lainnyd) --———=======

I b, Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi,
I manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; —--—=-——

l €., Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan

l Pengawas; ==ee--— ————— e e eee s rser e

I d, Menetapkan Fencana kerja, rentana anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi, seorta pengesahan
1APOLAN KOUBNQEAN] = o o

l e. Pengesahan pertanggungjawaban Penguruns dan Pengawas
I atas pelaksanaan tUQASNYA! ——=—====rmrreeesmesmeee-
f£. Menetapkan pembaglan Sisa Hasil Usaha; -———--—-momn

g. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepallitan, dan

------------- Panyelenggaraan Rapat Anggota ——--—-—---=
----------------------- Pasal 34 ~-——r-—mmrceecccceees

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus

| Kopozash, —=-—=mrm e e
I(Z) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnys 1
| tsatu) kali dalam 1 (satu) tahun, —--mmeeemeeemeee

|(3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan

| PengaWAS, =mm e e e e
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o
//‘.;\1‘ g, ™

g. Tata cara pengalihan modal penyertasn yang

| dimiliki pemodal dalam koperasi; —-——-=—====m==m-

h. Penyelesaian perselisihan, «-cecccmmcmmmmmeeo

Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan

untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung

cleh koperasi, ——-—mmmmmre e ———————

{2). Katentuan lebih lanjut mengenai modal KXoperaasi
distur dalam anggaran rumah tangga dan/atau
peraturan lainnya. e e e - - S et e

——— BAB Iv -----------------------
-------------- ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI ------eeeee-
------------------- Bagian Kesaty ——---reresscscinnaas
------------------- Rapat Anggota =« --—mommomemeeo
---------------------- Pazagraf 1 ——-rwerescccccccccces
........................ [+ O S OO SO R S S S
---------------------- Pasal 32 -~~~-ewvecemccncccces
{11 Rapat Anggota merupakan pemegang kekuassan
| tertinggi dalam koperasi, B ——
Rapat Anggota Koperasi terdirdi dari Rapat Anggota

dan Rapat Anggota Luar Biasa; --——-=vwerreeeeeccceaa-
Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali

dalam 1 (satu] tehun, =—-=-- i S =

Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sisti=m
delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 (lima
ratus) orang yang pengaturannya ditentukan dalam

Anggaran Rumah Tangga. ————===e=mmcceooococomcee e
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dibiayal dengan Modal Penyertaa

Modal Penyertaan yang ditanamkan dalah

{3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 12)
berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau
masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang
dibiayal dongan Modal Penyertaan dan/atau turut
menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai
dengan Modal Penyertaan; ===+ e-—-ccmmmccomccmman e

I {4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak mendapa: baglen keuntungan
yang diparoleh dar! usaha yang diblayai Modgal
PNy eI aaN] e e

l (5) Modal penyertaan adalal unsur kewajiban dalam

I KOPO a8 . o e e e

----------------------- Pasal 29 ———-emvm e

(1) Modal Penyertaaan sebagai dimaksud pada pasal 28
ayat (1} huruf b dapat bersumber dari Non Anggota
sstelah anggota diber! kesempstan terlebih dahuly;

l (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan
, MOdAT SENAIry. == e
---------------------- Pasal 30 =-o-mmmeeseoo e

(1) Modal penyertaan wajib ditusngkan dalam perjaniian

l yang dikukuhkan cleh notaris; —-=e=seee—emmemmmoeae

{2} Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari
Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) seXurang-kurangnya memuat : =e--———--
a. Nama koperasi dan pemodal; —-—-—-= e e e
D. Besarnya Modal Penyertaan; ==-=---—messoocoemeee
¢. Usaha yang akan dibiayal modal penyertaan; -----

n
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(1) ¥odal pinjaman merupakan hutang koperasi baik
Jangka pendek atau Jjangka panjang yang wajib

dibayar kemball pads saat jatuh tempo sesuai yang

diperjanjikean., —-===emeeea= bivmatay

{2} Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal

dari: ~—--—-cree= S s e o e A = St
8. ANQQOLA;] e e e -
b. Koperasi lain dan/stau anggotanya; ====e-————=--
€. Sumber lain yang syah; =e-ecoccmmmm o

l (3) Medal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihimpun koperasi dengan memperhatikan rasio
pinjaman terhadap modal sendirl, ==eececccecamaee.
I (3) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib

dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh

oA s, o —————————— e e —————
l {5} Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman
l diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. —-

--------------------- Bagian Ketujuh —=-cemmmmm——mmmeee

————— - Pasal 28 ----mmmemm—mm e —————
(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari 1 ===

I a. Femerintah sesual dengan ketentuan peraturan

' perundang-undangan; dan/atau - --

Ib. Masyarakat berdasarkan perjaniian penempatan

' Modal Penyertaan; - —tes

I (2) Pemerintah dan/stau masyarakat sebagaimana dimaksud

|pada ayat(l}) wajib turut menanggung risiko dan

23
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l“‘

I (z)

, {3)

(4)

Dana cadsngan dikumpulkan dars penyisihan sebagian
Sisa Hosll Usaha) ==c-crmmmmmmmee
Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana
Cadangan sohingga menjadi paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari total slmpanan wajib koperagi, =
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
vang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud
pada  ayat (2} |hanya dapat dipergunakan untuk
menutup keruglan Koperagi, ===—s=e-————mmmcmocemneeo
Dalam hal Dana Cadangan yeng ada tidak cukup untuk
menutup keruglan Has=il Usahas, kerugian teraebyt
diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun
BOriKULOYE ) e e
Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan
paling tinggl 75% (tujuh lima prosen) dari jumlah
cadangan untuk perluasan usaha keperasl; ————mmeaao
Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lims prosen) dari
Dana Cadangan harus dizimpan dengan bersifat giro

pada Bank yang ditetapkan Iapat anggota, —--—veeea-o

| —
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l yang bersangkutan masih menjadi Angg

| (6 Pengambitan Simpanan Wajib bagi
berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta

I MErta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi. —-—-we--

l {(7) Setisp Anggota yang tidak memenuhi kewajiban
, membayar simpanan wajib dikenakan sanksi{. ----eown-

' (8) Besarnya Simpanan wajib setlap anggota, waktuy
pembayaran sinpanan waijid, pengembalian simpanas

wajib dan  sanksi, diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah TangQa. ==L
---------------- TT== Bagian Keempat -—-emeoemmee_ .. __
....................... nj_b.h e . e o e .
---------------------- Pasal 25 —- e

{11 Pongurus atas npama Kcperasi dapat menerima atau

l menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.
I (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang barasal
dari sumber modal asing, bailk langsung maupun tidak
langaung, dapat diterims olsh suatu Koperasi dan
dilaporkan kepada Menteri, =ee-—eeeee o
’ (3) #Hibah sebagaimana dimaksud pPada ayat (1) rwidak

dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung

kepada Anggota, Pengurus dan Pengawas; ~~e-memee .

l (4) Xetentuan mengensi Hibah dilaksanakan sesuat dengan

‘ ketentuan peraturan pPerundang-undangan; ---eee-—-ws
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{11 Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas
namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar Rp.
100.000,~ (seratus ribu rupiah), yang pada waktu
keanggotaan diskhiri merupakan suatu tagihan atas

Koperasi, Jika perlu dikurangi dengan bagian

tanggungan kerugian, ==-- e
l (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar

I sekaligus pada saat menjadi Anggota, ==-—————wmeean
l (3) Ketentuan leb:ﬁ lanjut mengenai Simpanan Pokok pada
koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah

O

(1} Setiap anggotas harus menyimpan atas namanya pada
Koperast, simpanan wajlb, yang pada waktu
keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas

Koperasi, Jjika perlu dikurangi dengan bagian

tanggungan kerugian. m——————— .

l {2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor sscara

l berkala; —==seme—mm- - - -

I (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk
keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu
tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan
keputusan Rapat Anggota, ===s-—r——mmemeoco—eea m—————

l (4) Simpanan wajib dapet diterbitkan dalam bentuk

I warkat. - - ————

a0
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| d. Memelihara dan menjaga nama bcué dl.‘,ka

v

I (2) Modal sendir! dapat berasal darl: ==seeceecommm—

&, simpanan pokok; ===ee== ——————————
b, simpanan wajib) ——~——mremmre——————————————
c. dana cadangan; =eceecceem e e s e —
d. hibah; s ————— e e e
e¢. modal penyertaan, ——-—-—c—emr—eec s ——————
(3] Modal pinjaman dapat berasal dari: ——-—cemcmmmmeeeoo
R - L L e e ——
b. Koperasi lain dan atau anggotanya; --—-—-—===—====
©, bank dan lemhaga keuvangan lainnya; ====<scceeca-
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; --
e. sumber lain yang sah, ———===v== - e et
I (4) Selain modal sebagaimans dimaksud pada ayat (1},
Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang
berazal dsri modal penyertaan yang lebih lanjut
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, -——-=====e==ee=
l (5} Modal awal yang disetor pada sasat pendirian
koperasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua
pulubh lima juta rupiah), yang berasal dari Simpanan

Pokok dan Simpanan Wajib xoperasi, ————————cemmeemn=

18
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| (2)

Koperasi secara terbukas dapat menerima anggota lain
sebagal anggota luar biasa, ========ee e
Anggots luar bhlasa adalah orang yang bermaksud
menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh
syarat sebagai anggota. =——--——smmmmmmemeeemca e —
Retentuan ini memberi peluang bagi penduduk
Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota
luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaky) ————meeeeecmooea—e
Fetentuan mengenal penerimaan anggota Jluar biasa
sebagaimana dimaksud ayat (2} diatur lebih lanjut

dalam Anggaran Rumah Tangga., —===meeceeeeemeeeeeaa.

Setiap anggota luar biass mempunyai hak § =——---=ew
a. Mempuroleh pelayanan Xoperasl; ———————meeucaao__
b. Menghadir{ dan berblcara didalam Rapat Anggota;~
c. Mengajukan pendspat, saran dan usul untuk
I kebaikan dan kemajuan Koperasl; ===see—-————meee
d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengusus dan
I e T —
Setisp anggota luar biasa mempunyai kewajiban: ----
a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
l sesual dengan ketentuan Rapat Anggotaj ---—--==-
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; --
€. Mentasat! ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran
Rumah Tanggs, keputusan Rapat Anggota dan
ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -

in
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> 4

Notaris Misbachul Manier i R:n.
/% )

sebagaimana diatur dalam Anggaran/ zumh}:
|

ALRY == e e e e e g e -~--§--“.._-"

pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya
melengkapi persyaratan administrasinya, belum

menandatangan: Buku Daftar Anggota, ——-—weeaceoean.

---------------------- Pasal 19 ~co-——mmmrm e
{1) Calon anggeta memiliki hak-hak : —--m—w=wwoecm- -
a. Mempercleh prlayanan Koperasi; —---=—-=secco—emn
b, Menghadir!i dan berbicara dalam Rapat Anggota; --

€. Mengajukan pondapat, saran dan usul untuk

l kebaikan dan kemajuan Koperasi; ==ec-—c—wmaaaa_ |
' d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan
l PN gaWas . e e
I {2) Setiap calon anggota mespunyal kewajiban i1 -——-mees

I &. Segers melunasi simpanan pokok wuntuk menjadi
anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin
sesusl ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;

b. Berpartisipasi dalam kegiatan ussha Koperasi; --
€. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan
ketentuan lainnya yang borlaim dalam Koperasi; -

| d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamsan
| dalam Koperasi, ==see—emmmemacaoo_ .. . ———

I (3) Dalam jangka waktu tiga bulan calen anggota harus

' menjadi anggota, -—- - o

|t4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi
ketentuan sebagal anggota, dilarang mempercleh

fasilitas pelayanan usaha koperagi, =eseommmeaa

17
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Pengurus diluar Rapat Anggota ba

lc. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau

Pengurus sesual persysratan yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar) —— - s e
I d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut keteantuan

| dalam Anggaran Dasar; =—=====-= ——————————————————
l ©. Mendapat pelayanan kegiatan uszha yang telah

| disediakan 0leh KOPErasi; =e====meme oo
I f, Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi

l sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan —
I g. Membela diri dalem Rapat Anggota apabila

l diberhentikan somentara oleh Pengurus; —-——-—————=——-—
' h. Mendapatkan baglan dasi Siss Hasil Usaha Koperasi
aebanding dengan jumlah simpanan pokok simpanan
wajib dan simpanan mudharabah wajib di Xoperasi dan
transaksi usshs yang dilakukan oleh masing-masing
Anggota dengan Koperasi; ==s=eccccccmmmercree e
i. Mendapatkan pengsmbalian simpanan-simpsnan yang
menjadi miliknya apabila lkeluar dari keanggotaan,
dan atau sisa hasil pcnyelesbian koperasi apabila

koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh

e
R Bagian Ketujuh ——-----ceeooooeee
-------- mmmmmssses Calon ANGQOLA ==cesmmmm e
R ~ Pasal 18 -——-—-m=mmee ———————

(1) Bagl orang yang belum membayar seluruh simpanan

Ipokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain
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(1) Kedudukan anggota sebagal pengguna jasa diwujudkan

dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan
kegiatan usaha melalul transaksi usahs yang
dilakukan koporasi dan transaksl jass pinjaman oleh
anggota terhadap koperagi, =—=——===meveeesaaseae———
I (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk
I memperoleh peleyanan dari koperasi, =-----e--—emmen
-------------------- Bagian keenam ~----—-———r-—rreee-
--------------- Hak dan Kewajiban Anggota ~----c--—eeee
--------------------- Pasal 16 ~———————mmm—m e n—————
Setiap anggota mempunyai kewajiban: «-——cemmmmmmmennma.
4. Momatuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
I peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota: ===e-

b. Menghadiri Rapat Anggota; ———=r=—=-=semeesemccmoaa—

€, Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasl;-
d, Turut mengawasl pengelolaan organisasi dan usaha
koperasgl; =eeec o ————————— e

€. Meolunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib

secara rutin yang besaran dan tata caranya
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan —---=--—-
f. Mengembangkan dan memelihara prinsip koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ———--—vwee= ———

Setiap anggota berhak: =-——--——mmmme e ——————

a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan

l suara dalam Rapat AngQota; ==-----—mmmmmmmmmee o e————
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yang bersangkutan diberi hak un

dalam rapat anggots., =-s=--scsccecee-

l(3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud &
menerima atau menclak keputusan pengurus tentang
pemberhentian anggota, ======= e G S iy o,
I (4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa
Hasil Usaha anggota yang yang diberhentikan oleh
pengurus, dikembalikan wsesuai dengan ketentuan
Anggatan Rumah Tangga estau peraturan khusus
lainnya, ====ecccc e e ——————
I 15) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama

anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret darl

buku daftar anggota, ——= = seem e
I (€] Ketentuan lebih lanjut tontang berakhirnya
kesanggotasan sebagaimana dimaksud syat (1) diatur

dalam Anggaran Fumah Tangga, =s=-=seeeceecm—ceeeeuns

Kedudukan anggota =ebagai pemilik mempunyai tanggung
Jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan

usaha yang diwujudkan dalam bentuk i1 ====secamcmmmm

a. Memperkuat okuitas atau modal sendiri dengan
mambayar simpanan wajib dan simpanan mudharabah
w;jib secara rutin, ==rmme e ——
b, Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana

untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal

penyertaan maupun simpanan lainnya, -———---——ceeemee-

I ¢. Berpartisipasi aktif setiap ada keglatan rapat-rapat

I yang diselenggarakan oleh koperasi, —————-==seemmnm=

14
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Notaris Misbachul M

£
*/1
| (4) Telah menyatakan kesanggupan ';f w

melunasi simpanan pokok dan ni.mpankfx wlﬁb:‘
\ s X
S e

besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapi;‘xﬁygobi)’

A

I {5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan

| ¥ang berlaku. == e

(1) Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh
persyaratan telah dipenchi, simpanan pokok telah
dilunasi dan yany bersangkutan didaftar dan telah
menandatangani Buku Daftar Anggots Koperasi; -—e=e-

l (2) Koperasi secars terbuka dapat mensrima anggota lain
l sebagal anggota luar biagsaj ==——=mweecommommmeeo. -—
l {3] Tata cara penerimaan anggota sebagaimans dimaksud
l ayat (&) diatur dalam Anggaran Rumsh Tangga, ===we=-=

-------------------- Bagian Ketiga -~ -—c-mmmmemaa

-------------- Berakhirnys Keanggotaan --=«c---—--eeen

--------------------- L R

{1) Keanggotaan berakhir apabilai ===s==mecco—ccemmaan

a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; =-=-—-----
b, Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh

Pamerintah; -——-=--- e et a0 e et et
€. Berhonti atas permintaan sendiri; atay ======--—

d. Diberhentikan oleh pengurus karena  tidak

memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau
melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran
Rumah Tangga dan Xetentuan lain yang berlaku
dalam KOpPerasi. —= = s e

' [2) Dalam hal anggots diberhentikan oleh pengurus
I sebagaimans dimaksud ayat (1) huruf d maka kepida

13
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Notaris Misbachu

------------------ Bagian Keempat ----#i 3
----------- JANGEA WAKTU BERDIRINYA Ro!lllli‘_id o
----------------------- Pasal 8 -~

(1) Anggota koperasi merupakan pemilik sexsligus

l pengguna jasa koperasl. sesememmm e e
[2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(3) Pengertian keanggetaan sebsgaimana dalam ayat (1)

I diatas termasuk para pendirl, ==e-cecccmmmcee e

Persyaratan untuk diterims menjadi anggota sebagai

(1) Warga Negara INdONESia; ===
(2) Mempunyal kemampuan penub untuk melakukan tindakan
hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan
sebagainya); -——--——r—reerene e st

(3) Bertempat tinggal di Kota Malang dan sekitarnya; --
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Notaris Misbachol Munir, .M., M.K=n.

Setelah saya, Notaris, membacakan askta ini kepada para
penghadap dan para sakel maka dengan segera akta ini

ditandatsngani oleh para penghadap, para sakst dan

saya, Notaris, -—==

Dibuat dengan 1 (satu) corstan, 2 (dua) coretan dengan
gantinya dan 1 (satu) tambahan kata, ==r=eeecmereeeeau.
Minuta akta ini telah ditanda
tanganl dengan sepstutnys, —==—=e-

Diberikan sebagai salinan yang

FOTO Ccopy
Iui fei0al g

YT R 0

65
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B. Lampiran Wawancara Kepada Narasumber

1.
2.
3.

10.

11.

Bagaiamana Sejarah berdirinya Koperasi Quantum Sinergi Umat ?
Bagaiamana Struktur Organisasi pada Koperasi Quantum Sinergi Umat ?
Apa Landasan Hukum yang digunakan Kperasi Quantum Sinergi Umat
dalam Menjalani Operasionalnya ?

Apakah Sistem Operasional yang digunnakan oleh Koperasi Quantum
Sinergi Umat ?

Apa saja Produk- Produk Layanan yang ditawarkan Koperasi Quantum
Sinergi Umat Kepada Nasabah ?

Bagaimana Bentuk akad perjanjian yang digunakan Koperasi Quantum
Sinergi Umat dengan Nasabah ?

Untuk Fasilitas Simpan Pinjam, APakah Koperasi menerapkan Sistem
Bunga? jika tidak, bagaimana sistem yang digunakan Koperasi Quantum
Sinergi Umat?

Bila Sistem yang dijadikan acuan Koperasi adalah Konvensional,
sedangkan operasionalnya menggunakan sistem Syariah, kendala apa yang
dihadapi oleh koperasi Quantum Sinergi Umat selama ini?

Apakah Koperasi Quantum Sinergi Umat Memiliki Dewan Pengawas
Syariah ?

Lembaga Peradilan manakah yang dipilh Koperasi Quantum Sinergi Umat
apabila terjadi sengketa yang di haruskan untuk diselesaikan melalui jalur
Litigasi ?

Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang dilakukan koperasi

Quantum Sinergi Umat bila melalui jalur Non Litigasi ?
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